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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Huuf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ؿ 

 
lam 
 

l 
 

el 
 ـ 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ف 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هػ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamza
h 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

ye 
  

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَػيْػفََ 

 haula : هَػوَْؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مػاَتََ

 <rama : رَمَػى

 qi>la : قػِيْػلََ 

 yamu>tu : يػَمػوُْتَُ

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْػى 
 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوََْ

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ahdan alif atau ya>’ 

 

َاَ|َ...َََ ىَ...ََ  

 
d}ammahdan wau 

 

 ػػُػو

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrahdan ya >’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ػػِػػػى
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4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالَأطْفَاؿَِ  raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَػةَُ

َالَػْفػاَضِػػلَةَُ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَػْمَػدِيػْنػَةَُ

 al-h}ikmah : الَػْحِػكْػمَػػةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبػّػَناََ

 <najjaina : نػَجّػيَْػػناََ

 al-h}aqq : الَػػْحَػقَ 

 nu‚ima : نػُعّػػِمََ

 aduwwun‘ : عَػدُوَ 

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ًّ  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِ

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَػلػِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَػرَبػػِىَ 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ اؿ
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 



 

 

xi 

 

yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّػمْػسَُ

ُ   الَزَّلػػْزَلػػَة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   ػفَةالَػػْفَػلْسََ  : al-falsafah 

 al-bila>du :     الَػػْبػػػِلَادَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تػأَْمُػرُوْفََ

 ‘al-nau : الَػػنَّػوْعَُ

 syai’un : شَػيْءَ 

 umirtu :     أمُِػرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h باِللَِ  di>nulla>h دِيػْنَُاللَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} 

al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:    

 hum fi> rah}matilla>hهُػمَْفَِْرَحػػػْمَةَِاللَِ 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR      = Hadis Riwayat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah zoon politicon yang artinya bahwa manusia sebagai 

makhluk sosial yang pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. 

Berdasarkan hal tersebut manusia mempunyai bermacam-macam 

kebutuhan,salah satu kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan untuk 

hidup bersama, mempunyai keturunan dan berkelompok. Kebutuhan ini dapat 

terpenuhi secara baik dengan perkawinan karena dengan perkawinan terdapat 

aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara laki-laki dan 

perempuan agar terhindar dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka 

menyalurkan hasrat manusiawi.
1
 

Perkawinan memiliki fungsi yang luhur baik dari aspek teologis, psikologis, 

biologis, maupun sosiologis. Secara teologis, perkawinan adalah ibadah yang 

dapat mendewasakan manusia dalam menjalani pengalaman spiritualnya 

mendekatkan diri pada Allah Swt. Pasangan suami isteri yang soleh dan 

solehahdapat saling memotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan 

membina rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai islami serta melahirkan 

keturunan yang berakhlakul karimah. Dari aspek psikologis, salah satu tujuan 

hidup manusia adalah mencari kebahagiaan, dan salah satu sarana untuk 

memperoleh kebahagiaan adalah perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. Perkawinan juga merupakan sarana etik-legal untuk memenuhi 

kebutuhan biologis manusia sehingga mampu memelihara keturunan dan 

                                                 

1
Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan 

Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: Deepublish, 

2017), h. 12. 
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menyelamatkan diri dari berbagai macam penyakit akibat seks bebas. Selain itu 

yang lebih penting, perkawinan memiliki fungsi sosiologis yang dapat 

menyatukan dua rumpun keluarga yang tidak jarang memiliki latar belakang 

sosio-kultural yang berbeda seperti perbedaan status sosial, suku, budaya dan 

adat istiadat. 

Berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur 

terpenting yang harus terpenuhi di dalam melaksanakan perkawinan, syarat-

syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. 

Umumnya perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan 

ajaran agama, karenanya setiap perkawinan selalu menghubungkan kaidah 

perkawinan dengan kaidah agama. 

Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan sebuah ikatan perjanjian 

yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah Swt., dan 

melakukannya merupakan ibadah yang tidak sekadar diikat dan kemudian 

dilepaskan begitu saja, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. an-Nisa’/4: 

21: 

يْرَاكًا غَلِيْظًا مْ م ِ
ُ
خَذْنَ مِنْك

َ
ا ى ةَػْضٍ وَّ

ٰ
مْ اِل

ُ
فْضٰى ةَػْضُك

َ
خُذُوْنَهٗ وَكَدْ ا

ْ
يْفَ حَأ

َ
 وكَ

Terjemahnya 

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah 

bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) 

telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu?
2
 

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral sekaligus peristiwa profan. 

Bermakna sakral karena perkawinan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur 

dan suci, di mana komitmen dua jenis kelamin yang berbeda dilakukan atas nama 

Tuhan. Sementara makna profan perkawinan dilihat sebagai bentuk kesepakatan 

keduanya untuk hidup bersama dalam sebuah bahtera rumah tangga untuk 

                                                 
2
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra,t.th), h.81. 
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memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama dengan segala hak dan 

kewajiban masing-masing suami dan isteri. 

 Perkawinan secara yuridis diatur di dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan dan perubahannya UU RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 

menyatakan: ‚Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‛.
3
 

Kalimat ikatan lahir batin sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan 

memiliki arti ikatan lahir adalah sebuah ikatan yang dapat dilihat dan 

diungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup 

bersama suami isteri, dengan kata lain disebut hubungan formal. Adapun ikatan 

batin adalah suatu ikatan yang  tidak formal, ikatan yang tidak terlihat atau tidak 

nyata yang hanya dapat dirasakan oleh masing-masing individu yang 

melaksanakannya. Dengan kata lain, pengertian di atas memiliki dua sudut 

pandang yaitu segi hukum acara secara formil dan segi sosial keagamaan. 

Sedangkan pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan 

bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga 

perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur 

batin atau rohani.
4
 

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

perubahannya UU RI No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, ‚Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu‛. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  

                                                 

3
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama, Himpunan Peraturan 

Perundang-undangan tentang Peradilan Agama (Jakarta: 2010), h. 422. 

4
Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan 

Perempuan (Yogyakarta:Deepublish,2018), h. 6. 
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tersebut disebutkan ‚Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku‛. 

Berdasarkan ketentuan tersebut suatu perkawinan dapat dikatakan sah, 

apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu 

dan perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

setempat.Apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja 

tanpa dicatatkan maka perkawinan tidak sah menurut negara. Begitupula 

sebaliknya apabila hanya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tanpa 

dilangsungkan menurut agama maka perkawinan juga tidak sah. 

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami isteri, dan 

perkawinan baru memenuhi syarat sebagai perkawinan yang sah jika dilakukan 

menurut ketentuan sebagaimana dalam UU Perkawinan. Suatu perbuatan hukum 

yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi 

sah pula. Status laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah sebagai suami 

isteri yang sah. Demikian juga dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya 

hubungan kekeluargaan yang bersifat timbulnya larangan perkawinan, berkaitan 

harta kekayaan, serta anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.
5
 

Fakta yang terjadi di Indonesia masih terdapat perkawinan yang tidak 

dicatatkan secara resmi ke Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak 

dicatatkan seringkali disebut nikah sirri. Pada awalnya nikah sirri ditujukan 

terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan 

sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Beliau hanya mendapatkan 

pengaduan perkara perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-

                                                 
5
Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar orang Islam Menurut 

UU No. 1 Tahun 1974", Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Hukum 

Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang 

diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta,2009, h. 1. 
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laki dan saksi perempuan. Jika mereka melanjutkan perkawinannya, menurut 

Umar bin Khattab termasuk melakukan zina dan wajib mendapatkan hukuman 

jilid (dera atau cambuk). Namun pada saat ini, pengertian nikah sirri lebih 

diperluas yakni termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

bagi umat Islam.
6
 

Nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau 

hanya di depan pemuka agama tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang. 

Persoalan nikah sirri  masih menjadi polemik. Sistem hukum Indonesia tidak 

mengenal  adanya istilah  nikah sirri serta tidak mengatur secara khusus mengena 

nikah sirri dalam sebuah peraturan. Secara normatif perkawinan siri diartikan 

dengan perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN 

atau petugas KUA), sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti 

surat nikah yang sah.
7
 Bagaimana  eksisitensi nikah sirri dalam sistem hukum 

positif di Indonesia, merupakan salah satu  masalah yang akan diteliti. 

Nikah sirri atau yang tidak tercatat, tidak memiliki kepastian hukum. 

Pencatatan perkawinan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan 

bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Selain itu bertujuan 

untuk melindungi kesakralan perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi 

hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Jika perkawinan 

tidak dicatatkan secara resmi maka suami dan/atau isteri tidak dapat memperoleh 

hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan karena 

tidak mempunyai bukti pernikahan. 

                                                 
6
Nuril Farida Maratus, ‚Penyelesaian Perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Periode 2013-2014,‛ Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 5. 

7
Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan 

Perempuan..., h. 66. 
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Para pakar hukum dari kalangan teoritis dan paktisi masih berbeda 

pendapat mengenai pengertian yuridis sahnya perkawinan. Dalam masalah ini 

para pakar hukum terbelah  menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menurut 

ahli hukum yang menganut penafsiran legisme berpendapat bahwa perkawinan 

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan agama dan keyakinan pasangan 

yang melakukan perkawinan adalah sah karena pencatatan perkawinan bukanlah 

sarat sah perkawinan tetapi hanya merupakan syarat administrasi yang hanya 

bersifat pelengkap. Pendapat kedua menurut pakar hukum yang  menganut 

penafsiran sistematis (antara satu pasal dengan pasal lainnya merupakan saling 

menjelaskan dan merupakan satu kesatuan) berpendapat bahwa pencatatan 

perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh  karena itu, 

perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah. 

 Dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Perkawinan 

merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan 

akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak maupun harta dalam 

perkawinan. Anak yang dilahirkan  dari sebuah perkawinan  merupakan anak sah 

yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan 

perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. 

Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai 

kedudukan hukum dan hak-hak anak serta harta yang dihasilkan dari perkawinan 

tersebut. 

Permasalahan kemudian adalah pasangan yang menikah sirri akan sulit 

mengurus berbagai dokumen penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari. Anak dari pasangan nikah sirri, akan sulit memperoleh akta kelahiran yang 

kelak sangat dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan formal. Salah satu 

persyaratan untuk mendaftar di sekolah formal misalnya Sekolah Dasar (SD) 

adalah akta kelahiran. Begitupula suami dan isteri akan mengalami kendala, 
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misalnya ketika akan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, 

salah satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki dalam kelengkapan berkas 

keimigrasian adalah buku nikah dan masih banyak urusan lainnya yang 

terkendala jika pasangan suami isteri tidak memiliki buku nikah. 

 Mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut, Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi pasangan nikah sirri yang 

pernikahannya sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara untuk 

melegalkan pernikahannya dengan jalan mengajukan permohonan isbat ke 

Pengadilan Agama agar ikatan perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga 

diakui oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum.  

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui 

penetapan hakim suatu pengadilan agama.  Isbat nikah dilakukan dengan 

berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan 

sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan 

ke Kantor Uurusan Agama. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak 

ditemui di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kota Palopo. 

Tidak semua nikah sirri dapat diisbatkan di pengadilan agama. Isbat nikah 

yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan: 

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

2. Hilangnya akta nikah; 

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang  No.1 

Tahun 1974 dan; 
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5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang  No.1 Tahun 1974.
8
 

Ketentuan yang diatur dalam KHI tersebut yang membolehkan 

permohonan isbat nikah menyiratkan bahwa secara substansial peraturan yang 

berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah perkawinan yang belum 

dicatat, dan dengan alasan-alasan tersebut nikah itu dapat dicatatkan dan 

diisbatkan alias diakui secara administratif.
9
 

Isbat nikah yang selama ini dianggap solusi penyelesaian perkawinan sirri 

yang ditawarkan baik dalam UU Perkawinan dan KHI tidak lepas dari 

permasalahan. Banyak hal yang harus dicermati dalam permohonan isbat nikah 

sehingga hakim dalam memeriksa perkara isbat nikah harus selektif dan berhati-

hati untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah 

dan kesan yang memudahkan pengesahan nikah melalui isbat nikah tidak terjadi. 

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan nikah sirri yang 

telah menikah secara sah menurut hukum agama dan tidak mempunyai halangan 

perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum syar’i untuk 

mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan 

oleh keduanya, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum sehingga 

pelaku nikah sirri dan segala yang timbul akibat pernikahan itu dapat 

memperoleh perlindungan hukum. 

Pengadilan Agama Palopo merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama  

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari 

keadilan yang beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam dalam 

                                                 
8
Republik Indonesia ‚Kompilasi Hukum Islam‛ dalam Mahkamah Agung RI Direktorat 

Jenderal Badan peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan 

Agama (Jakarta: 2010), h. 490. 

9
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Cet. II; 

Jakarta: Kencana, 2004), h. 37. 
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perkara perdata khusus sesuai dengan UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama beserta Perubahannya UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 

2009. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diberikan Undang-

Undang  tersebut dalam bidang perkawinan adalah perkara isbat nikah. 

Perkara isbat nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dalam 

tahun 2019 sebanyak 28  perkara  dan  pada tahun 2020 sebanyak  20 perkara.
10

 

Tidak semua perkara isbat nikah  yang merupakan upaya untuk melegalisasi 

nikah sirri dapat dikabulkan di Pengadilan Agama. Perkara isbat nikah akan 

melalui serangkaian tahap pemeriksaan untuk menetapkan perkawinan yang 

sebelumnya tidak sah (illegal) dalam pandangan hukum positif menjadi sebuah 

perkawinan  yang sah (legal) yang kedudukannya sama dengan perkawinan yang 

tercatat yng kemudian berimplikasi dalam mengatasi segala permasalahan hukum 

terkait suami isteri, anak dan harta dalam perkawinan . 

Legalisasi nikah sirri pada perkara isbat nikah menjadi tema yang 

menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses pengesahan perkawinan 

yang sebelumnya ‚tidak sah‛ menurut hukum positif menjadi menjadi pekawinan 

yang disahkan berdasarkan penetapan pengadilan agama. Berdasarkan fenomena 

di atas peneliti tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul "Legalisasi Nikah 

Sirri pada Perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo". 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian dan 

mengarahkan peneliti guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak 

                                                 
10

Pengadilan Agama Palopo, ‚Laporan Tahunan‛, diakses dari http://www.pa-

palopo.go.id/index.php/transparansi-keuangan/laporan-tahunan.html, pada tanggal 03 Januari 

2020. 
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relevan.
11

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada 

tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. 

Penelitian ini difokuskan pada: 

1. Kajian eksistensi nikah sirri dalam sistem hukum positif di Indonesia. 

2. Kajian legalisasi nikah sirri  pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama 

Palopo. 

3. Kajian implikasi legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah di 

Pengadilan Agama Palopo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa ulasan dalam urain latar belakang masalah, maka 

yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

legalisasi nikah sirri di Pengadilan Agama Palopo, dengan sub-sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi nikah sirri dalam sistem hukum positif di Indonesia? 

2. Bagaimana legalisasi nikah sirri pada perkara isbat nikah di Pengadilan 

Agama Palopo? 

3. Bagaimana implikasi legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah di 

Pengadilan Agama Palopo? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah maka 

dapat disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

                                                 
11

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2019), h. 94.   
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a. Untuk mengetahui eksistensi nikah sirri dalam sistem hukum positif di 

Indonesia. 

b. Untuk mengetahui legalisasi nikah sirri pada perkara isbat nikah di 

Pengadilan Agama Palopo. 

c. Untuk mengetahui implikasi legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat 

nikah di Pengadilan Agama Palopo. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan 

kontribusi ilmiah untuk memperluas wawasan keilmuan dalam masalah 

hukum Islam bagi masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum Islam 

pada khususnya, terutama dalam hukum keluarga atau secara lebih khusus 

dalam masalah legalisasi nikah sirri pada perkara isbat nikah di Pengadilan 

Agama, serta problematika hukum yang muncul di dalamnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau 

setidak-tidaknya insprasi bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti lebih intensif masalah-masalah yang serupa dengan penelitian ini. 

E. Garis Besar Isi Tesis 

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian 

penutup, berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu: 

Bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 
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1. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian dan 

deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, garis 

besar isi tesis. 

2. BAB II yaitu landasan teori, yang berisi penelitian yang relevan, analisis 

teoretis subjek meliputi efektivitas hukum, kepastian hukum, utilitas hukum/ 

maslahat, kerangka teoretis penelitian. 

3. BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan 

penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, 

instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data. 

4. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. 

5. BAB V yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi. 

Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni 

pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan 

telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu: 

Suhadak dalam artikelnya yang berjudul ‚Problematika Isbat nikah Isteri 

Poligami dalam Penyelesaian di PA,‛ menyoroti masalah bagaimana Pengadilan 

Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah isteri poligami dan sikap hakim 

dalam pertimbangan hukumnya di satu sisi untuk menghindari penyelundupan 

hukum karena laki-laki akan cenderung melakukan poligami liar dan di sisi lain 

sebagai jalan keluar bagi kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. 

Kemudian beliau juga menyatakan apakah ijin isteri terdahulu sebagai suatu 

keharusan dan bagaimana jika isteri tersebut tidak memberikan persetujuan.
12

 

Tulisan dari Abdul Rasyid As’ad (hakim PA Mojokerto) ‚Nikah Sirri vs 

Isbat Nikah,‛ yang menyatakan bahwa mestinya Pengadilan Agama hanya 

mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah 

tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. KHI sebagai dasar 

hukum isbat nikah terhadap perkawinan setelah 1974 sangat lemah karena 

kedudukannya tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Menurutnya, 

nikah sirri yang dilakukan setelah tahun 1974 dan dimohonkan isbatnya 

menyuburkan praktik nikah sirri di masyarakat dan sebagai salah satu indikator 

ketidakpatuhan terhadap Pasal 2 ayat 2 UUP. Jika isbat nikah dinilai sebagai 

salah satu jalan untuk memperoleh keadilan, maka perlu ada  payung  hukum 

                                                 
12

Suhadak, ‚Problematika Itsbat Nikah Istri Poligami dalam Penyelesaian di 

PengadilanAgama‛, diakses dari www.pamataram.go.id, pada tanggal 20 Februari 2020. 

http://www.pamataram.go.id/
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yang  jelas  sehingga perlu adanya amandemen terhadap Pasal 49 ayat 2 huruf (a) 

angka 22 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No, 50 Tahun 2009.
13

 

Tesis dengan judul ‚Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan 

Agama Yogyakarta Periode 2013-2014‛, oleh Nuril Farida Maratus.Tesis ini 

berpedoman pada aturan hukum positif di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam kesimpulannya 

menyebutkan bahwa peranan hakim untuk menggali penemuan hukum dan 

penciptaan hukum mutlak diperlukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum 

tidak tertulis dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
14

 

 Jurnal dengan judul ‚Perkawinan tanpa Pencatatan: Isbat Nikah sebuah 

Solusi?‛ oleh Euis Nurlaelawati. Pada jurnal tersebut dikupas tentang dampak 

perkawinan pencatatan dan solusi yang ditawarkan, yaitu aturan isbat nikah dan  

membahas tentang macam-macam dampak yang muncul dari perkawinan tidak 

tercatat dengan menampilkan beberapa contoh konkrit yang di temukan di 

lapangan, selain itu dalam tulisan ini juga menampilkan kerancuan dari 

pemahaman aturan isbat nikah di kalangan hakim dan pegawai KUA dan 

implikasinya terhadap pelaksanaannya.
15

 

Tesis dengan judul ‚Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat 

Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan‛, oleh: 

Maskuni. Tesis ini membahas perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan 

suami isteri yang pada saat menikah masih di bawah umur yang dikabulkan oleh 

Pengadilan Agama Marabahan, sementara usia nikahnya tidak sesuai dengan 

                                                 
13

Abdul Rasyid As’ad, ‚Nikah Sirri vs Itsbat nikah‛, diakses dari www.badilag.net, pada 

tanggal 20 Februari 2020. 

14
Nuril Farida Maratus, ‚Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Periode 2013-2014,‛ Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 127. 

15
Euis Nurlaelawati, ‚PerkawinanTanpa Pencatatan: Itsbat Nikah Sebuah 

Solusi?‛,Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, h. 262. 
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Undang-Undang  perkawinan pada saat itu. Adanya perkara permohonan Isbat 

nikah yang diterima dan dikabulkan mengindikasikan bahwa seolah-olah timbul 

kontradiksi antara aturan legal formal dan kenyataan empiris. Oleh karena itu, 

putusan atau penetapan majelis hakim yang isinya menerima dan mengabulkan 

permohonan isbat nikah yang terjadi dibawah umur, terindikasi sebagai 

penyimpangan terhadap Undang-Undang, kecuali hakim memiliki pertimbangan 

lain menuruti ijtihadnya sendiri.  

Hasil penelitian ini tersebut ditemukan bahwa meski hal tersebut 

bertentangan dengan Undang-Undang  Perkawinan tentang status umur, akan 

tetapi memberikan solusi hukum terhadap masyarakat dan  pertimbangan hakim 

terhadap perkara tersebut memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi suami dan 

isteri serta anak, karena mempunyai kekuatan hukum perkawinan mereka, dan 

juga pertimbangan ini memperhatikan keadilan moral dan keadilan subtantif.
16

 

Berdasarkan pemaparan di atas, belum ditemukan kajian khusus mengenai 

legalisasi nikah sirri dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji secara mendalam proses 

pengesahan nikah sirri dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo 

agar tidak terjadi penyelundupan hukum mulai dari penerimaan perkara, 

pemeriksaan hingga pada putusan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah. 

B. Konsep Umum Nikah Sirri  

Nikah sirri terdiri dari dua kata ‚nikah‛ dan ‚sirri‛. Nikah berasal dari 

bahasa Arab, berarti الثضاع  (persetubuhan). Namun kadang diartikan dengan 

                                                 
16

Maskuni, ‚Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Itsbat nikah Bagi Pasangan di 

Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan,‛ Tesis(Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018), 

h. 101. 
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akad tanpa makna الىطء (hubungan badan).
17

Nikah juga bermakna الضن 

(mengumpulkan), التداخل (saling memasuki). Menurut jumhur ulama nikah secara 

hakikat bermakna akad dan secara majazi bermakna الىطء (hubungan badan).
18

 

Nikah menurut hukum bermakna akad yang mengandung pembolehan untuk 

bersenang-senang dengan perempuan baik dengan cara berhubungan, berinteraksi 

dan lain sebagainya.
19

 

Pasal 1 Undang-Undang  RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,   

menikah disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan dalam 

Undang-Undang  tersebut ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Pasal 2 

KHI ditambahkan penjelasan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 

mi>tsa>qan ghali>dzhan untuk mentaati perintahAllah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. 

Kata sirri berasal dari bahasa Arab yang yang mengandung makna 

menyembunyikan sesuatu, dan sebaliknya dari makna  الاعلاى  pengumuman. Oleh 

karena itu pernikahan yang tidak diumumkan dan disembunyikan disebut dengan 

nikah sirri.20
 

Kata sirri belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, kata sirri tidak 

diketemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun demikan kata sirri 

                                                 
17

Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Fa>ris,Mu‘jam al-Maqa>yis fî al-Lughah, 

Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu ‘Amr (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 1047. 

18
Al-Gazali, al-Wasit fi al-Maza>hib, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin Umar bin Abd. 

Rahim,  Juz. III (Cet, I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), h. 113. 

19
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-

Fikr, 1997), h.6513. 

20
Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Fa>ris,Mu‘jam al-Maqa>yis fî al-Lughah..., h. 

477. 
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sudah sangat populer bila dikaitkan dengan kata nikah paling tidak nikah sirri 

dikenal sebelum lahirnya Undang-Undang  perkawinan. 

Konsep nikah sirri yang berkembang di masyarakat nampaknya berbeda-

beda pengertian. Hal ini berdampak pada bermacam-macamnya bentuk nikah 

sirri.21
 Bentuk yang dimaksud sebagai berikut: Pertama, nikah sirri dimaknai 

sebagai nikah yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam (telah 

memenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih intern keluarga, belum dilakukan 

pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara menurut 

Islam dan adat (resepsi pernikahan dengan segala budayanya). Pada bentuk yang 

pertama ini, suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, 

karena istri masih anak-anak, belum dewasa. Biasanya si suami sementara 

menunggu kedewasaan si istri, istri belajar di pondok pesantren atau tinggal 

bersama mertua untuk membantu pekerjaan mertua.Tujuan nikahnya untuk 

ketenangan, persiapan dan kehalalan bahkan sebagai ‚kebanggaan‛ orang tua si 

gadis kecil. 

Kedua, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan 

syariat Islam dan telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan 

telah pula diberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai. Calon suami istri 

sudah memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum nasional, termasuk 

telah mencapai minimal usia kawin. Namun, nikahnya masih dilangsungkan 

dalam lingkungan intern keluarga dan handai tolan yang sangat terbatas. Belum 

diadakan pesta perkawinan. Pada nikah sirri seperti ini, suami istri belum tinggal 

dan hidup bersama sebagai suami istri, karena salah satu atau keduanya memiliki 

hambatan-hambatan misalnya masih sedang menyelesaikan studinya atau 

                                                 
21

Masjfuk Zuhdi, ‚Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut 

Hukum Islam dan Hukum Positif‛, Mimbar Hukum, No. 28 Tahun VII, 1996, September - 

Oktober, h. 9-10. 
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pelatihan kepegawaian atau faktor aturan perusahaan, atau belum mendapat 

pekerjaan tetap sekalipun sudah sarjana.Tujuan nikahnya itu terutama untuk 

mendapatkan ketenangan, persiapan dan kehalalan. 

Ketiga, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan 

menurut ketentuan syariat Islam, karena terbentur pada Peraturan Pemerintah RI. 

Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil dan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan 

pemerintah No. 10 Tahun 1983. Pada nikah sirri seperti ini, calon suami 

mengawini calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai 

suami istri untuk menghindari hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan 

tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Menurut Satria Effendi pernikahan sirri sama dengan istilah zawa<j al-urfi. 

Zawa<j al-urfi adalah suatu pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur 

pernikahan terbagi dua kategori:
22

 

1. Peraturan syarak, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya 

sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh 

syariat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh pakarnya dalam buku-buku 

fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab 

dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon 

suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal 

yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh 

masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan 

akad menurut hukum syarak, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah 

balig, berakal aplagi beragama Islam. Dua orang saksi itu diisyaratkan 
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Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 33-34 
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mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua 

orang saksi hendaklah mengerti tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-

syarat lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur 

pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur 

dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka 

menurutnya, akad nikah itu secara syarak telah dianggap sah sehingga halal 

bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah. Anak dari hubungan 

suami istri itu adalah sebagai anak yang sah. 

2. Peraturan yang bersifat tausiqi>, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud 

agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan 

memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang 

berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar 

suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai 

tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa 

dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab.  Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya akad nikah oleh 

seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat 

dilindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang 

untuk itu. Menurut Undang-Undang  perkawinan Republik Arab Mesir 

Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang 

perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali 

berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi 

pernikahan. Namun demikian, menurut fatwa syekh  Ja>d al-Haq ‘Ali> J>ad al-

Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar’i nikah 

sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya 

seperti diatur dalam syariat Islam. 
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Wahbah al-Zuhaily secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat 

syar’i dan syarat tausiqi>. Syarat syar’i, maksudnya suatu syarat ketika keabsahan 

suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat tausiqi> adalah 

sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya 

suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. 

Syarat tausiqi> bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai 

bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan. Misalnya, 

hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli adalah sebagai syarat tausiqi> bagi 

akad jual beli. Hal ini, syarat dua orang saksi fungsinya sebagai bukti di belakang 

hari bahwa akad jua beli benar telah terjadi. Syarat adanya dua orang saksi dalam 

berbagai bentuk akad adalah termasuk ke dalam kategori syarat semacam ini, 

kecuali kehadiran dua orang saksi untuk akad nikah adalah syarat syar’i karena 

merupakan syarat sahnya perkawinan di samping sebagai syarat tausiqi>. Akad 

nikah tidak sah tanpa dihadiri dua orang saksi.
23

 

 Dari beberapa rumusan nikah sirri tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan nikah sirri dalam tesis ini sama dengan nikah di bawah 

tangan yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana 

yang diatur dalam dalam fikih klasik, namun pernikahan tersebut tidak 

dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah.  

C. Analisis Teoretis Subjek 

1. Teori Maslahat  

 Kata maslahah berasal dari kata s}alaha dengan penambahan ‚alif‛ 

diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawannya adalah dari kata buruk 

atau rusak. Maslahah merupakan mashdar dengan arti kata s}halah yaitu manfaat 
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Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah..., h.34. 
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atau terlepas dari kerusakan. Maslahah secara etimologi berarti sesuatu yang 

baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan 

serta diterima oleh akal yang sehat.
24

 

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap 

segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti 

menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.Jadi 

setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan demikian 

maslahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan 

dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.
25

 

Dalam pengertian lain, maslahah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. 

Maslahah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari 

suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk 

jamaknya adalah mas}a>lih} dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-

antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsa>da>t),  yang berarti buruk 

atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi’ah (keburukan).
26

 

Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat 

(kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah al-muh}a>faz}atu‘ala> maqs}u>di al-

syar’i yang diartikan dengan memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan 

hukum). Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu 

memelihara agama, jiwa, akal,  keturunan, dan harta.
27

 Segala tindakan perbuatan 
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Amir Syarifuddin, Usul Fiqh II (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 232. 
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Amir Syarifuddin, Usul Fiqh II..., h. 368. 
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manusia yang menyebabkan terwujudnya dan terpeliharanya lima prinsip 

tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah  bermanfaat, sebaliknya segala bentuk 

tindakan manusia yang menyebabkan  tidak terwujudnya atau rusaknya salah 

satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu 

mudarat atau merusak. 

 Apabila berkumpul antara  maslahah  dan  kemudaratan, maka yang harus 

dipilih yang maslahah-nya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama 

kuatnya maka menolak kemudharatan lebih utama dari meraih maslahah, sebab 

menolak mudharat sudah merupakan kemaslahatan.  Hal ini sesuai dengan kaidah    

daf’u al-d{ara>ri aula> min jalbi al-naf’i  yang artinya menolak kemudharatan lebih 

utama daripada meraih kemaslahatan.
28

 Adapun persyaratan kemaslahatan 

tersebut adalah:  

a.   Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqa>s}id al-syari’ah,  semangat ajaran, 

dalil-dalil kulli dan dalil qat}‘i baik wurud maupun dala>lah-nya. 

b.  Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan 

penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa 

mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. 

c.    Kemaslahatan  itu  membawa kemudahan dan bukan mendatangkan 

kesulitan yang di luar batas, dalam  arti  kemaslahatan  itu bisa 

dilaksanakan.  

d.  Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat 

bukan  kepada sebagian kecil masyarakat.
29
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A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28. 
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Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis..., h. 29-30. 



23 

 

 

 

Persyaratan atau kriteria yang diberikan para ulama tersebut di atas 

mengindikaskan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan maslahah 

sebagai dalil  istinbat  hukum (legal theory) dengan sikap yang cukup berhati-

hati dalam mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap  kehati-hatian 

ini diindikasikan dengan memberikan persyaratan dan kriteria yang ketat 

terhadap kemaslahatan yang dapat diterima sebagai basis dan landasan 

teoritisnya. 

Islam sangat memperhatikan secara detail kehidupan individu manusia, 

baik itu menjaga semua yang menjadi sandaran hidup yaitu agama (hifz al-di>n) 

sebagai manifestasi akhirat yang menghubungkan manusia dengan sang Khaliq, 

jiwa (hifz al-nafs) agar tetap selalu kokoh, penjagaan akal (hifz al-‘aql) demi 

tercapainya kemurnian berfikir, kehormatan keturunan (hifz al-nasl) sebagai 

wujud ekspansi  manusia-manusia  yang  bermoral, dan harta (hifz al-ma>l) beserta 

semua yang dimilikinya. Kemudian hal ini disebut sebagai al-kulliyyat al-khams 

atau al-d}aru>rat al-khams. Konsekuensi dari lima inti tersebut ialah perlu 

menjaganya dan mengagungkannya serta mengharamkan penganiayaan 

terhadapnya dalam wujud apapun. Lima inti tersebut juga biasanya disebut 

dengan tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, 

tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan 

kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan. 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah teori maslahat digunakan sebagai 

pisau analisis untuk melihat sejauh mana kemaslahatan yang timbul dalam 

legalisasi nikah sirri.  Maslahat ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam 

kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sehingga 

kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak 

yang memang dibutuhkan oleh manusia. 
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Tujuan masyarakat mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh 

identitas hukum berupa akta nikah sebagai solusi yang diberikan negara agar 

memperoleh kepastian hukum. Dari sini dapat diketahui bahwa perkara isbat 

nikah sebagai upaya untuk melegalisasi nikah sirri digunakan untuk menciptakan 

kemaslahatan, di mana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan 

hukum Islam. 

2. Teori Kemanfaatan 

Konsep  teori  kemanfaatan atau biasa pula disebut asas manfaat  dalam 

perkembangan hukum mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini 

dikarenakan oleh banyaknya diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para sarjana 

baik itu oleh kalangan Barat maupun kalangan Timur.  Konsep asas manfaat ini 

berfungsi untuk mempertegas eksistensi dari hukum itu sendiri.  Eksistensi itu 

untuk kalangan Barat dilahirkan oleh kaum utilitarianisme yang kemudian 

melahirkan asas utilitas.  Jauh sebelum munculnya kaum utilitarianisme  yaitu 

pada eranya Aufklarung yang bermula saat menjelang akhir abad ke-19 dan awal 

abad ke-20 Masehi. Pakar-pakar penganut aliran utilistis ini terutama adalah 

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism.  Selain 

Bentham, masih dikenal James Mill dan John Stuart Mill, tetapi Jeremy Bentham 

yang merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilistis.
30

 

Asas manfaat di dunia  Barat atau yang disebut dengan asas utilitas. 

Konsep dasar asas utilitas ialah individualisme utilitarian. Otje Salman 

menyebutkan Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran 

pemikiran kemanfaatan, di mana disebutkan bahwa hakikat kebahagiaan adalah 

kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.
31

Logika dasar 

                                                 
30

Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) (Jakarta: Kencana, 2012), h. 272. 

31
Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah) (Bandung: 

Refika Aditama, 2012), h. 44. 



25 

 

 

 

sederhana yang dibangun Bentham ialah bahwa alam telah menempatkan 

manusia di bawah  pemerintahan 2 (dua) penguasa yaitu penderitaan (pain) dan 

kegembiraan (pleasure). Keduanya  menentukan  apa  yang  manusia pikirkan, 

apa  yang  manusia  katakan dan apa yang manusia lakukan. Fakta bahwa 

manusia menginginkan  kesenangan  dan berharap untuk menghindari 

penderitaan  digunakan  Bentham  untuk  membuat  keputusan, bahwa kita akan 

mengejar kesenangan.
32

 

Pada  dasarnya  ide  dari  utilitas  sangat  sederhana  yaitu yang benar 

untuk dilakukan ialah yang outputnya kebaikan terbesar. Kemanfaatan atau 

utilitas menyebutkan bahwa setiap tindakan tertentu adalah benar apabila 

memperbesar  atau  memaksimalkan  kebahagiaan,  dan dikatakan keliru apabila 

menghasilkan kebahagiaan yang menuju ke arah minimum. 

Teori ini menganjurkan the greatest happiness principle (prinsip 

kebahagiaan yang semaksimal mungkin).  Tegasnya menurut teori ini, 

masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar 

kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba 

memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada  rakyat pada umumnya, agar 

ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada 

umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, 

ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan.
33

 

Inti dari doktrin Bentham ialah bermuara kepada semua tindakan manusia 

terkait dengan hasratnya. Hasrat semua manusia itu menginginkan kebahagiaan 

yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari penderitaan. Sehingga kebahagiaan 
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yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Bentham di sini ialah mengarah kepada 

kepercayaan individualis. Kepercayaan individualis tersebut memiliki semangat 

setiap orang mempunyai kebebasan yang penuh untuk mengejar kepentingannya, 

dan serentak memberi kebebasan kepada orang lain untuk mengejar kepentingan 

dirinya. Apabila setiap orang diberikan kebebasan maka seluruh masyarakat akan 

berkembang semaksimal-maksimalnya, dan itulah kemudian menjadi 

kepentingan umum. 

 Setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk memperoleh kesempatan 

terkait tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkannya. Sikap individualis ini 

mengarah  kepada  egoistis, namun sikap egoistis tidaklah buruk, karena terdapat 

juga konsep tau diri.
34

Artinya ialah sikap egoistis yang dimiliki oleh manusia 

untuk mencapai kebahagiaan  terhadap  dirinya, haruslah mempunyai filter yaitu 

konsep tau diri, di mana setiap orang harus saling menghormati hak-hak dan 

kewajibannya. 

Penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban manusia yaitu dengan cara 

mendistribusikannya, sehingga tujuannya ialah kebahagiaan masyarakat. Dalam 

menelaah nilai suatu kebahagiaan, yang dipandang sebagai kebahagiaan itu 

sendiri maupun dalam kaitannya dengan individu tunggal, dapat ditemukan 4 

(empat) tujuan di dalamnya yaitu:  

a. Sumber nafkah atau menyediakan nafkah; 

b. Kemakmuran; 

c. Kesetaraan; dan  

d. Rasa aman.
35
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Tujuan inilah kemudian menjadi pegangan dalam menempatkan hukum 

perdata sebagai suatu pencapaian kemanfaatan.Apapun yang menyangkut 

tentang kegiatan keperdataan, maka akhirnya bermuara kepada tujuan 

tersebut.Semakin sempurna upaya pencapaian kebahagiaan dalam semua aspek 

tersebut (yaitu menyediakan nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman), 

semakin besar pula kebahagiaan sosial secara menyeluruh. Teori ini digunakan 

sebagai pisau analisis untuk meneliti  sejauhmana  manfaat legalisasi nikah sirri 

pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo bagi para pihak yang 

mengajukan perkara  isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo. 

3. Kepastian Hukum 

 Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus 

mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum.Hal ini dalam rangka tertib 

hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Dengan 

demikian adanya perkawinan siri yang tidak memperoleh pengakuan dari negara 

menjadi tidak mempunyai kepastian hukum sehingga pelaku nikah sirri berusaha 

mencatatkan perkawinannya dengan jalan mengajukan perkara isbat nikah ke 

Pengadilan Agama setempat agar memperoleh penetapan tentang sahnya 

perkawinan sehingga dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan selanjutnya perkawinan tersebut 

mempunyai kepastian hukum. 

 Kepastian hukum disebut juga dengan istilah principle of legal security 

dan rechtszekerheid.Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara 

yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.Kepastian hukum 

(rechtszekerheid) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa 
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semuanyaakan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, 

tidak dengan sewenang-wenang.
36

 

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang 

menekankan aspek seharusnya, dengan menyertakan peraturan-peraturan apa 

yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang 

deliberatif. Undang-Undang  yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 

menjadi pedoman tingkah laku bagi individu dalam bermasyarakat.Aturan-aturan 

itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap 

individu lainnya. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.
37

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 

artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan 

atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada 

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif.Kepastian dan keadilan bukan sekedar tuntutan moral, melainkan secara 

faktual mencirikan hukum.
38

 

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 
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tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat 

suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
39

 

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya 

aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
40

 Atau dengan kata lain dapat 

diketahui hak dan kewajiban negara terhadap individu. 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum 

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.Keadilan dan kepastian hukum 

harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban 

suatu negara.Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori 

kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan 

kebahagiaan.
41
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D. Kerangka Teoretis Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Kompilasi 

Hukum Islam setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan pada 

pejabat yang berwenang. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan 

tersebut tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak memiliki bukti otentik.  

Untuk memperoleh kepastian hukum pasangan nikah sirri dapat mengajukan 

permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk melalui serangkaian tahap 

pemeriksaan yang dapat menentukan apakah perkawinan tersebut layak atau 

tidak untuk disahkan dan selanjutnya ditetapkan sebagai perkawinan sah yang 

kedudukannya sama dengan perkawinan yang tercatat. 

NIKAH SIRRI 

 

LEGALISASI NIKAH SIRRI 

 

UTILITAS 

HUKUM 

 

MASLAHAT KEPASTIAN 

HUKUM 

 

IMPLIKASI LEGALISASI 

NIKAH SIRRI 

 

PENGADILAN AGAMA PALOPO 
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Legalisasi nikah sirri yang diajukan oleh pasangan nikah sirri yang berdomisili di 

Kota Palopo melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo serta 

implikasinya dijadikan objek penelitian ini dengan menggunakan teori maslahat, 

teori kepastian hukum dan teori utilitas hukum sebagai pisau analisisnya.  

Nikah sirri merupakan pelanggaran terhadap aturan pencatatan pekawinan 

sebagaimaana telah diatur dalam Undang-Undang  Perkawinan. Namun 

kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. 

Tidak tercatatnya sebuah perkawinan mengakibatkan pasangan  nikah sirri  

tersebut tidak dapat menuntut hak-hak keperdataaannya  jika salah satu 

pasangan tersebut bersengketa dalam rumah tangga karena ketiadaan bukti 

otentik perkawinan yaitu akta nikah yang hanya dapat diperoleh jika perkawinan 

dicatatkan. Begitupula dengan hak-hak keperdataan anak  dan status harta yang 

lahir   akibat perkawinan tersebut . 

Mengatasi permasalahan tersebut negara  melalui  Kompilasi Hukum 

Islam memberikan solusi bagi pelaku nikah sirri  khususnya yang beragama Islam 

untuk melegalisasi  nikah sirri tersebut di Pengadilan Agama  melalui 

permohonan isbat nikah. Legalisasi nikah sirri di Pengadilan Agama Palopo 

melalui beberapa tahap mulai tahap pendaftaran pengumuman pemeriksaan  

hingga penetapan sahnya  perkawinan. Dengan ditetapkan sah nya perkawinan 

sirri berimplikasi pada status perkawinan pelaku nikah sirri yang sebelumnya 

illegal menjadi legal dengan segala akibat hukumnya.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau 

mengerjakan sesuatu.
42

Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan 

pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.
43

 

Sehingga metode penelitian merupakan cara yang dilakukan pada serangkaian 

kegiatan ilmiah. 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan untuk 

memperoleh informasi dan data yang valid untuk menjawab masalah dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan 

dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh data 

akurat. Dalam melakukan analisis memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, 

atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dengan menggunakan 

kebiasaan atau kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku sehingga dilakukan dengan pendekatan yuridis 

dalam masyarakat. 
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Penelitian ini menganalisis masalah tentang isbat nikah yang ada pada 

berkas perkara penetapan.Sumber data primer diperoleh melalui penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan meneliti perkara isbat 

nikah di Pengadilan Agama Palopo.Sedangkan data sekunder diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini digunakan sebagai 

pendukung dalam penyusunan tesis. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti 

dalam berbagai keperluan, misalnya: mendapatkan gambaran atau informasi 

tentang penelitian sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 

mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan 

yang digunakan, sebagai sumber data sekunder, mengetahui historis tentang cara 

evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan, memperkaya ide-ide baru.
44

 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif 

analitis.Pendekatan kualitatif memandang realitas sosial sebagi suatu yang 

holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna. Metode ini disebut juga sebagai 

metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan 

disebut sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan 

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini 

disebut juga sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat 

ditemukan data-data yang berserakan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu 

tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami, digunakan untuk menghasilkan 

data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku 

yang diamati.
45
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Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi 

atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara 

kritis.
46

 

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah agar lebih 

mudah menyesuaikan penelitian ini apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. 

Pendekatan ini menyajikan, dengan metode ini pula akan lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap permasalahan yang 

akan diteliti. 

B. Paradigma Penelitian 

Setiap peneliti secara sadar atau tidak memiliki cara pandang yang 

berbeda terhadap suatu hal atau peristiwa yang disebut dengan paradigma. 

Paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang 

bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.
47

 

 Secara konsep, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini 

ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. 

Paradigma dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia yang 

mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.
48

 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

alamiah atau naturalistic paradigm dengan pendekatan socio-legal. Dengan 

pendekatan  socio-legal  ini,  konsep hukum dimaknai sebagai manifestasi 
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makna-makna simbolik  para  pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi 

mereka dalam kehidupan keseharian.
49

 

Pendekatan sosio-legal adalah sesuatu yang rasional,  karena ranah kajian 

socio-legal mengonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku. 

Pengonsepsian hukum sebagai norma berkonsekuensi bahwa hukum mengandung 

nilai-nilai abstrak yang tidak bisa dikonkretkan, tetapi telah menjadi ajaran 

utama dalam hukum. Pengonsepsian hukum sebagai perilaku yang tampak dalam 

realitas berkonsekuensi bahwa hukum dilihat sekedar sebagai sesuatu yang 

konkret, tertulis,  memuat  sanksi  dan  dikeluarkan oleh lembaga yang 

berwenang  yang di dalam bekerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor 

lain seperti ekonomi, politik, budaya, agama, dan seterusnya.
50

Kajian dengan 

pendekatan  ini  juga melihat hukum  dalam konteks masyarakat. Kaitannya 

dalam penelitian ini adalah meneliti perilaku masyarakat Kota Palopo yang 

melakukan nikah sirri yang kemudian mengajukan perkara isbat nikah untuk 

melegalisasi perkawinannya. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-

lain.
51

Lazimnya dalam penelitian,  dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari lapangan dan dari bahan pustaka yang disebut dengan data primer 
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dan data sekunder.
52

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, 

dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan 

menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.Data primer 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan 

yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer 

dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.
53

 

Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah: 

1) Hakim selaku informan utama yang memeriksa identitas para pihak, berkas 

pokok perkara permohonan isbat nikah serta memutus atau menetapkan 

berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan; 

2) Panitera beserta jajarannya dalam bidang kepaniteraan yang terlibat dalam 

pendaftaran perkara hingga membantu hakim dalam hal mencatat dan 

memformulasikan berita acara sidang sesuai peristiwa di persidangan; 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat 

dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder terkadang berasal dari tangan 

kedua, ketiga, dan  seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang 
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bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa buku, majalah, jurnal, data kearsipan, 

laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. 

D. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan setelah melakukan observasi 

lapangan dan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang 

berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini maka 

penelitian telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo.  Pilihan ini 

didasarkan atas dasar pertimbangan karena relatif banyak masyarakat di wilayah 

yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo yang mengajukan perkara isbat nikah. 

Dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang menjadi 

bahan pertimbangan yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.
54

Pemilihan lokasi juga 

didasarkan atas dasar pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan tenaga karena 

peneliti berdomisili di Kota Palopo. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai 

metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan 

dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang 

dimaksud  yaitu  gawai  yang  lebih  populer  dengan  sebutan smartphone yang 

di dalamnya terdapat aplikasi kamera dan perekam, pensil, pulpen, dan 

buku.Kamera dalam gawai digunakan ketika melakukan observasi untuk 

mendokumentasikan kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam 

bentuk foto maupun video.  Recorder dalam gawai, digunakan untuk merekam 

suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode 
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wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pensil, ballpoint, dan buku 

digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan  informasi data yang di dapat 

dari narasumber. 

F. Tahapan Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: 

a.  Tahap persiapan 

Tahap ini dilakukan persiapan pengumpulan data, yaitu: 

1) Persiapan administrasi penelitian terkait izin penelitian. 

2) Dilakukan studi pendahuluan objek penelitian, baik studi lapangan 

maupun studi pustaka. 

3) Menyiapkan instrumen penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap ini peneliti langsung ke sumber data dalam hal ini pengadilan 

agama Palopo untuk mendapatkan data mengenai keadaaan perkara isbat 

nikah di Pengadilan Agama Palopo dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Pengumpulan data primer. 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu dilakukan 

observasi di lapangan dan wawancara kepada informan. 

2) Pengumpulan data sekunder. 

Pengumpulan data sekunder adalah tahap dalam mengumpulkan, 

mengidentifikasi dan mengolah data tertulis dan metode kerja yang 

digunakan. Pada penelitian ini pengumpulan data melalui studi buku, 

majalah, jurnal, data kearsipan, laporan-laporan dan lain sebagainyayang 

berkenaan dengan penelitian ini. 

 

c. Tahap Akhir 



39 

 

 

 

Tahap akhir ini adalah tahap pengolahan data. Data yang sudah yang 

diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, 

dokumentasi  diolah  dengan tahapan mengidentifikasi data, reduksi data, 

analisis data, verifikasi data hingga penarikan kesimpulan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik field 

research. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada 

saat melakukan penelitian di lapangan.
55

 Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi 

Secara umum observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan 

mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti 

terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbol-simbol tertentu, 

selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan 

mencatat, merekam, memotret, guna penemuan data analisis.
56

 Observasi 

merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja 

dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang 

kemudian dilakukan pencatatan.
57

 Dalam hal ini permasalahan yang terkait 

dengan legalisasi nikah sirri dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama 

Palopo diteliti secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh, untuk selanjutnya 

satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi.
58

Merujuk pada pendapat diatas, 

maka wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di tempat 

yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid 

dalam sebuah diskusi dengan informan pada waktu yang telah disepakati antara 

peneliti dan informan. 

Adapun wawancara dari segi pelaksanaannya dibedakan atas: 

1) Wawancara bebas, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan; 

2) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan di mana 

pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci; 

3) Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin. 

Tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di 

mana peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal lain 

yang terkait dengan permasalahan relevan dengan legalisasi nikah sirri pada 

perkara isbat nikah dan akibat hukumnya kepada para hakim yang terdiri dari 

Ketua Pengadilan Agama Palopo, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., Wakil Ketua 

Pengadilan Agama Palopo, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Hakim Pengadilan Agama 

Palopo yaitu Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammmad Shofi Hidayat, 

S.H>.I., Panitera Muda Hukum, Dra. Nasrah Arief dan  petugas Meja Informasi 

dan Pengaduan Pengadilan Agama Palopo, Rismayani, S.H. 
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c. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
59

Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti struktur 

organisasi lembaga, data perkara dan dokumen yang terkait dengan perkara isbat 

nikah yang ada di lokasi penelitian, metode ini dimaksudkan sebagai bukti 

penguat dalam penelitian ini. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun atau mengolah data agar dapat 

ditafsirkan dengan baik. Data yang didapatkan berupa catatan lapangan yang 

diperoleh melalui wawancara dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Telaah data, kegiatan ini diawali dengan mentranskripsikan data hasil 

pengamatan sejak awal secara menyeluruh kemudian menganalisis, 

menyintesis, memaknai, dan menerangkan. 

2. Reduksi data, menyederhanakan data dengan cara pengkategorian dan 

pengklasifikasian data. 

3. Penyajian data, mengklasifikasikan berdasarkan hasil reduksi kemudian 

memaparkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah penelitian. 

4. Verifikasi data, merupakan kegiatan interpretasi sebelum dihasilkan suatu 

temuan. Peneliti menafsirkan data yang telah terkumpul yang diikuti dengan 

pengecekan keabsahan hasil analisis. 

5. Penarikan kesimpulan yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan 

tahapan-tahapan sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah. 
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I. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan data yangakan dilakukan dalam upaya menjamin 

keabsahan data atas hasil penelitian, diantaranya: 

1) Perspektif waktu, merupakan suatu keadaan yang berlangsung sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan serangkaian proses 

kegiatan. 

2) Ketekunan pengamatan, dilakukan terhadap kondisi peneliti ketika 

melakukan kegiatan penelitian di lapangan. 

3) Trianggulasi, dilakukan dengan jalan membandingkan dan melakukan cek 

ulang informasi yang dilakukan mulai dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi berkaitan dengan informasi yang akan diperoleh di lapangan. 

4) Kecukupan referensi,akan dilakukan dengan jalan membuat catatan lapangan 

sehingga dapat berperan aktif dalam melakukan pengamatan serta 

mengumpulkan dokumen berupa penelitian lapangan untuk memperkuat 

hasil pengamatan yang akan dilakukan. 

Uraian rinci dibuat untuk membangun keterampilan dalam penelitian 

dengan melaporkan hasil penelitian dan uraian yang akan diteliti dengan cermat 

dapat mengacu pada kajian mendalam penelitian yang akan memberikan 

gambaran terhadap konteks penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat menjadi 

uraian yang disusun dengan jelas berdasarkan data yang terjadi di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo. 

Pengadilan Agama Palopo merupakan salah satu penyelenggara 

kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Kota Palopo. Secara etimologi
60

 peradilan 

dalam Islam disebut dengan qadha (qadla, yaqdli, qadllaun) yang memiliki 

banyak makna, antara lain al-faraqu (menyelesaikan), al-adau (melaksanakan), 

dan al-hukmu dengan pengertian al-man’u, yaitu mencegah atau memutus. Maka 

Pengadilan Agama Palopo dalam pelaksanaannya terkait dalam menyelesaikan, 

melaksanakan serta mencegah atau memutuskan segala hal yang menyangkut 

perbuatan kepada Allah dan perbuatan manusia. 

Pembentukan Pengadilan Agama Palopo diawali dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di 

luar Jawa dan Madura  kemudian   terbitnya penetapan Menteri Agama Nomor 5 

Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syarìah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat 

sehingga tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yurisdiksi Kabupaten 

Daerah Tingkat II Luwu dan Kabupaten Tana Toraja.  

Awalnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya 

mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (K.H. Muh. Hasyim) 

bekas Qadhi Luwu dan seorang pesuruh benama La Bennu. Pengadilan Agama 

atau Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang 
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berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena 

belum ada panitera dan belum ada hakim anggota untuk bersidang, setelah 

berjalan kurang lebih empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat 

bersidang setelah  pengangkatan panitera dan hakim anggota. 

Pada tahun 1966 yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo berubah dengan 

dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale yang mewilayahi 

Kabupaten Tana Toraja  melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 

1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 

Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966. 

Sehingga dengan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale, 

maka yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya meliputi 

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu. 

Masa awal terbentuknya, sarana perkantoran di Pengadilan Agama Palopo 

masih sangat memprihatinkankarena alat-alat inventaris dan alat-alat untuk 

keperluan sehari-hari yang sifatnya primer belum memadai, sehingga untuk 

menutupi kebutuhan tersebut terkadang uang pribadi dari Ketua dikeluarkan 

untuk membiayai  keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran hanya 

menumpang pada sebuah ruang partikulir yang status sosialnya kemudian beralih 

menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir 1960, kemudian pada 

tahun 1961 Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala 

kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran 

berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-

tugas aparat Pengadilan Agama Palopo dan kondisi sarana perkantoran tersebut 

berlangsung hingga akhir tahun 1965. 

Awal tahun 1966, Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran 

belanja yang memadai serta tenaga personil mulai dilengkapi, walau masih jauh 

dari sempurna sampai dengan tahun 1974. Setelah itu, awal tahun 1974 
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menjelang diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang 

pelaksanaannya pada bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo 

mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan 

tenaga-tanaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.  

Pada tanggal 30 Januari 1978, pimpinan sementara Pengadilan Agama 

Palopo diganti dengan Ketua yang definitif (K.H. Abdullah Salim) dan pada saat 

itu Pengadilan Agama Palopo mendapat anggaran pembangunan gedung kantor 

dari pemerintah. Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Palopo dimulai 

pada awal tahun 1979 dan rampung pada akhir tahun yang sama.  

Seiring berjalannya waktu, Indonesia memasuki orde reformasi yang 

menuntut pembaharuan di segala bidang termasuk dibidang hukum  untuk 

memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.  Sesuai tuntutan 

reformasi di bidang hukum tersebut, terhadap tuntutan tersebut melahirkan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP. MPR) Nomor X Tahun 1998 

yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan 

Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya 

Undangperubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 

35 Tahun 1999, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Melalui perubahan Undang-Undang  tersebut, telah diletakkan kebijakan 

baru bahwa segala urusan mengenai peradilan, baik yang menyangkut teknis 

yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung, Kebijakan ini popular disebut ‚kebijakan satu 

atap‛ (one roof system). Dengan kebijakan satu atap ini, maka pembinaan badan 

peradilan umum, peradilan Agama, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha 

Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 
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Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari 

Pemerintah ke Mahkamah Agung dimulai setelah diterbitkannya Keputusan 

Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2004.Perubahan ini meletakkan kebijakan 

dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, 

yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga sejak saat itu Pengadilan Agama 

di seluruh wilayah Republik Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari 

Organisasasi Departemen Agama  melainkan menjadi bagian Organisasi 

Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama Palopo. 

2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo 

Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo awalnyaterdiri dari empat 

Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa, Kota Palopo 

dengan ibukota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dengan ibukota Masamba, dan 

Kabupaten Luwu Timur dengan ibu kota Malili dengan jumlah penduduk lebih 

dari 954.523 jiwa yang  terdiri dari berbagai suku, diantaranya suku bugis, luwu, 

Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe, dan Toware. Selanjutnya, pada tahun 2008 

sampai dengan tahun 2018, Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah 

Yuridiksi (hukum) yaitu meliputiseluruh daerah Kabupaten Luwu yang 

ibukotanya Belopa dan Kota Palopo. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu 

masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan 

Agama di Kabupaten Luwu. 

Pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 

Tahun 2016 yang menetapkan 85 peradilan baru di seluruh Indonesia, 

menjadikan wilayah Kabupaten Luwu yang sebelumnya masuk dalam wilayah 

yuridiksi Pengadilan Agama Palopo, secara resmi  menjadi wilayah Pengadilan 

Agama Belopa dan diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung 
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Republik Indonesia (Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.) pada tanggal 22 

Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi 

Utara. Pengadilan Agama Belopa Kelas II menjadi salah satu dari tiga 

Pengadilan Agama baru yang terbentuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Agama Sulawesi Selatan dan Barat, yakni Pengadilan Agama Belopa.dan 

Pengadilan Agama Malili yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan 

dan Pengadilan Agama Pasangkayu yang merupakan bagian dari provinsi 

Sulawesi Barat. 

 Pengadilan Agama Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dalam 

wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama 

Palopo berkedudukan di Kota Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma, 

wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo meliputi Seluruh wilayah Kota 

Palopo yang terdiri dari 9 Kecamatan, 48 Kelurahan, yaitu: 

1) KecamatanWara 

2) Kecamatan Wara Timur 

3) Kecamatan Wara Utara 

4) Kecamatan Wara Selatan 

5) Kecamatan Wara Barat 

6) Kecamatan Bara 

7) Kecamatan Telluwanua 

8) Kecamatan Mungkajang 

9) Kecamatan Sendana 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 

UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah : 
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1) Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat,  

hibah wakaf,  zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah 

2) Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subjek hukumnya 

orang-orang yang beragama Islam, sepanjang berkaitan dengan Pasal 49 UU 

No.50 Tahun 2009. 

3) Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada 

tahun hijriah. 

4) Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subjek hukumnya 

orang-orang yang beragama Islam, sepanjang berkaitan dengan Pasal 49 UU 

No.50 Tahun 2009. 

5) Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan 

peraturan Undang-Undang  antara lain: memberikan keterangan, 

pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik 

di pusat maupun di daerah apabila diminta. 

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Palopo adalah : 

1) Menyelenggarakan proses peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat 

pencari keadilan. 

2) Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar kasus 

sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang 

membutuhkan. 

3) Mendampingi pelaksanaan hisab dan rukyat. 

4) Memberikan informasi tentang akuntabilitas penyelenggaraan peradilan 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan. 

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo 
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1) Visi 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan 

cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Palopo di masa 

yang akan datang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Palopo 

menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 

2012 – 2035. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI 

Tahun 2009, Visi Mahkamah Agung adalah‚Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung‛. 

Pengadilan Agama Palopo sebagai pengadilan tingkat pertama yang 

berada di bawah Mahkamah Agung memiliki komitmen dan kewajiban yang 

sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang agung tersebut di atas. Atas 

dasar itu, Pengadilan Agama Palopo menjabarkan visi dan misi Mahkamah 

Agung tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Palopo, yaitu ‚Terwujudnya 

Pengadilan Agama Palopo Yang Agung‛. 

2) Misi 

Adapun misi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 

5. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, 

Pengadilan Agama Palopo akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 

satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh 
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mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan 

berdasarkan visi misi organisasi. 

Pengadilan Agama Palopo berusaha mengidentifikasi apa yang akan 

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam 

memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya 

dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan 

memungkinkan Pengadilan Agama Palopo sejauh mana visi dan misi telah 

dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi 

organisasi. 

Adapun tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Palopo adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Palopo agar lebih efektif 

dan efisien demi terciptanya pelayanan prima. 

2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama 

Palopo. 

 Pengadilan Agama Palopo menetapkan 4 sasaran strategis sebagai 

berikut: 

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel 

2) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan peradilan 

3) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

4) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

6. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Palopo 

Di akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Palopo menyisahkan 22 perkara 

yang terdiri dari Perkara Gugatan 21 perkara dan Perkara Permohonan 1 

perkaradan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Palopo menerima 495 perkara 
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yang terdiri dari Perkara Gugatan 422 perkara dan Perkara Permohonan sebanyak 

73 perkara, sehingga jumlah total perkara pada tahun 2020 di Pengadilan Agama 

Palopo sebanyak 517 perkara. 

1) Perkara Permohonan 

 Sebanyak 73 Perkara Permohonan yang di terima pada tahun 2020 dengan 

jenis perkara sebagai berikut : 

Tabel 1. Penerimaan Perkara Permohonan Tahun 2020 

2) Perkara Gugatan 

Sebanyak 422 Perkara Gugatan yang di terima pada tahun 2020 dengan 

jenis perkara sebagai berikut : 

Tabel 2. Penerimaan Perkara Gugatan Tahun 2020 

No. Jenis Perkara Terima Putus 

1. Cerai gugat 295 273 

2. Cerai Talak 115 101 

3. Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah 4 4 

No. Jenis Perkara Terima Putus 

1. Asal Usul Anak 1 1 

2. Dispensasi Kawin 37 36 

3. Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah 20 20 

4. Ganti Rugi terhadap Wali 

 

 

- - 

5. Izin Kawin - - 

6. P3HP/Penetapan Ahli Waris 8 8 

7. Pencegahan Perkawinan - - 

8. Penolakan Perkawinan oleh PPN - - 

9. Perwalian 7 7 

10. Wali Adhal - - 

11. Lain – lain (Perubahan Identitas) - 

 

- 

Jumlah 73 72 
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4. Kewarisan 3 5 

5. Harta Bersama 4 2 

6. Penguasaan Anak - - 

7. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua - - 

8. Ekonomi Syariah - - 

9. Ganti Rugi terhadap Wali - - 

10. 
Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian 

Atas Kesepakatan Perdamaian Di Luar 

Pengadilan 

 

- 

 

- 

11. Hak-hak bekas istri / kewajiban bekas suami - - 

12. Hibah - - 

13. Izin Poligami 1 1 

14. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri - - 

15. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak 

mampu 

- - 

16. Pembatalan Perkawinan - - 

17. Pencabutan Kekuasaan Wali - - 

18. Pengesahan Anak - - 

19. Penolakan Kawin Campuran - - 

20. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh 

Pengadilan 

- - 

21. Wakaf - - 

22. Wasiat 

 

 

- - 

23. Lain – lain - - 

Jumlah 495 502 

Adapun perkara sisa tahun lalu (2019) sebanyak 22 perkara, yaitu 

21perkara gugatan dan 1 perkara permohonan semua telah diputus pada tahun 

2020, dengan rincian : 
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Tabel 3. Perkara Permohonan yang  Putus Tahun 2020 

No. Jenis Perkara Terima Putus 

1. Cerai Gugat 11 11 

2. Cerai Talak 7 7 

3. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1 1 

4. Kewarisan 2 2 

5. P3HP/Penetapan Ahli Waris 1 1 

Jumlah 22 22 

Perkara sisa pada tahun 2019 sebanyak 22 perkara yang perkaranya adalah 

perkara gugatan 21 dan perkara permohonan 1, dan pada tahun 2020 Pengadilan 

Agama Palopo telah menyelesaikan semua sisa perkara tahun 2019. 

Tabel 4. Perkara Gugatan yang Putus Tahun 2020 

No. Jenis Perkara Terima Putus 

1. Cerai Gugat 11 11 

2. Cerai Talak 7 7 

3. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1 1 

4. Kewarisan 2 2 

5. P3HP/Penetapan Ahli Waris 1 1 

Jumlah 22 Perkara 

Adapun sisa perkara tahun 2020 sebanyak 15 perkara dengan rincian 15 

perkara Gugatan dan 0 perkara Permohonan. 

Tabel 5. Sisa Perkara Tahun 2020 

No. Jenis Perkara Perkara Sisa 

1. Cerai Gugat 10 

2. Cerai Talak 4 

3. Harta bersama 1 

4. Kewarisan  
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5. P3HP/Penetapan Ahli Waris - 

 Jumlah 15 Perkara sisa 2020 

 Sedangkan perkara yang diminutasi pada tahun 2020 sebanyak 480 perkara 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Perkara Gugatan     : 407 Perkara 

b. Perkara Permohonan    :   73 Perkara 

7. Struktur Organisasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hasil Penelitian 

1.  Eksistensi Nikah Sirri dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia 

Pasal 1 Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 

disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin  antara  seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk 
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membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, 

perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 Realitanya tidak semua masyarakat khususnya umat Islam Indonesia 

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 

masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan 

pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. 

Fenomena semacam ini dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah nikah 

sirri. 

 Nikah sirri  secara literal terdiri dari dua kata yaitu nikah dan sirri. Kata 

nikah dapat diartikan sebagai ‚akad nikah‛ sedangkan kata sirri  berasal dari 

bahasa Arab  ‚Sirr‛ yang berarti rahasia, sehingga kemudian dapat diartikan 

sebagai pernikahan rahasia atau dirahasiakan karena  prosesi pernikahan 

semacam ini sengaja disembunyikan dari masyarakat termasuk dari pejabat yang 

berwenang  sehingga  nikah sirri  tidak dicatatkan pada pejabat yang 

berwenang.
61

 

 Nikah sirri dilakukan secara rahasia dapat pula disebabkan karena 

kemungkinan adanya halangan perkawinan baik menurut Undang-Undang  

maupun halangan syar’i.  Halangan  Undang-Undang  misalnya pernikahan yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan 

perempuan lain namun ingin menikah lagi tanpa izin poligami dari pengadilan 

agama setempat. Karena menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia 

yang menganut azas monogami, poligami dibolehkan dengan ketentuan salah 
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satunya yaitu penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama.  Bagi yang ingin 

berpoligami namun tidak mempunyai penetapan izin poligami dari pengadilan 

inilah yang biasanya melakukan nikah sirri,  karena pernikahan kedua dan 

seterusnya baru dapat dicatatkan pada kantor urusan agama setempat jika calon 

suami mempunyai penetapan poligami dari Pengadilan  agama setempat.
62

 

 Pasal 2 Undang-Undang  RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, nikah 

disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang  

Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaan dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku,  sehingga perkawinan meskipun telah dilangsungkan menurut ketentuan 

agama namun tidak dicatakan maka perkawinan tersebut dianggap sah secara 

agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-

bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Istilah ‚nikah sirri‛ tidak dikenal  dalam sistem hukum perkawinan di 

Indonesia sehingga tidak diatur secara khusus dalam sebuah peraturan. 

Perkawinan yang sah sendiri sudah diatur pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang  

Perkawinan yang berbunyi‛ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  Nikah sirri  dianggap tidak sah oleh hukum 

dan merugikan  istri sebagai perempuan baik secara yuridis maupun secara 

sosiologis. Secara yuridis,  pihak istri tidak diakui sebagai istri yang sah, dan  

tidak berhak atas harta bersama apabila bercerai dengan suaminya. Secara 

sosiologis nikah sirri dianggap sesuatu yang negatif atau buruk dimata 

masyarakat.  Dan apabila mempunyai anak,  maka juga akan berdampak negatif 
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bagi anak karena anak tersebut dianggap anak luar nikah karena lahir akibat dan 

diluar perkawinan yang sah menurut undang-undang.
63

 

Nikah sirri tanpa halangan perkawinan selama memenuhi rukun dan semua 

syarat sah pernikahan sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam adalah sah 

meskipun tidak dicatatkan. Namun dalam pandangan hukum positif, pelaku 

nikah sirri tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan diluar 

nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai 

anak luar nikah karena pasangan nikah sirri tidak mempunyai akta nikah yang 

merupakan bukti satu-satunya tentang adanya suatu perkawinan.
64

 

2. Legalisasi Nikah Sirri  pada Perkara  Isbat Nikah di Pengadilan Agama 

Palopo 

Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang 

sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah  

pernikahan yang legal atau sah dan akan mendapatkan buku kutipan akta nikah 

dari KUA. Tetapi lain halnya dengan perkawinan yang tidak mempunyai akta 

nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini 

harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan 

bukti autentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan 

berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain 
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sebagainya. Karena dalam pengurusan masalah administrasi di setiap instansi 

atau lembaga terkait harus menunjukkan adanya akta pernikahan. 

Pengadilan Agama Palopo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan 

kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-

undangan termasuk di dalamnya perkara isbat nikah. 

Perkara isbat nikah adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama 

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 49 angka 37 Undang-Undang No. 

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Isbat nikah adalah  upaya untuk melegalisasi 

perkawinan  yang telah dilaksanakan sesuai dengan  syarat dan rukun pernikahan 

sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan 

perkawinan namun tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
65

 

Dasar hukum perkara isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika suatu perkawinan tidak dapat 

dibuktikan  dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) disebutkan 

bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai 

hal-hal yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, 

hilangnya akta nikah, adanya keraguan mengenai sahnya salah sat syarat 

perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 
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Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memeiliki 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
66

  

Legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah dimungkinkan bila suami atau 

istri tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut ketentuan perundang-

undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan maupun menurut 

ketentuan hukum Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam.  Halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  No.16 Tahun 2019 diatur 

dalam pasal-pasal sebagai berikut: 

Pasal 8 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang : 

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke 

atas; 

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 

dengan saudara neneknya; 

c. aberhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak 

tiri; 

d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susunan, saudara 

sesusuan dan bibi/paman susuan. 

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 

istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. 

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku, dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 

Undang-Undang  ini. 

Pasal 10 

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 

bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh 
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dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
67

 

Larangan perkawinan juga diatur pada Bab VI Larangan Kawin  pasal 

39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
68

 

Pasal 39  

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita disebabkan 

1. Karena pertalian nasab 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya 

atau keturunannya. 

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya; 

2. Karena pertalian kerabat semenda; 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya 

b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. 

c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla 

dukhul. 

d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya 

3. Karena pertalian sesusuan 

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus 

ke atas 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus 

ke bawah. 

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke 

bawah. 

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan  dan  nenek bibi sesusuan ke 

atas. 

e. Dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya. 

Adapun pasal 39 KHI sejalan dengan  firman Allah, Q.S. al-Nisa/4:22-23 
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مَػُيْا ةَيْنَ ال جْ

َ
نْ ت

َ
مْْۙ وَا

ُ
اةِك

َ
صْل

َ
ذِيْنَ مِنْ ا

َّ
مُ ال

ُ
بْنَاىِٕۤك

َ
 ا
ُ
اىِٕۤل

َ
مْ َّۖ وَحَل

ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
ا  ل

َّ
اِل

خِيْمًا ۔  انَ غَفُيْرًا رَّ
َ
َ ك فَۗ  اِنَّ اللّّٰٰ

َ
 ٢٣مَا كَدْ سَل

Terjemahnya 

Janganlah kamu menikahiperempuan-perempuan  yang telah dinikahi oleh 

ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.  Sungguh 

(perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk 

jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, 

anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, 

saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang 

perempuan, anak-anak perempuan dari saudara mu yang laki-laki, anak-

anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang 

menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-

istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang 

dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika 

kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 

tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri 

anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa  lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang.
69

 

Pasal 40 

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita karena keadaan tertentu: 

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 

dengan pria lain. 

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam 

Pasal 40 huruf a KHI, sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Nisa/4:24 
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َٰتَُٱوَ  ن  ََلهُۡحۡص  اءَِٓٱنِو  ََلنّسِ  َٰب  َكتِ  َٰنُكُمۡۖۡ يمۡ 
 
َأ تۡ ل ك  َم  ا َن  َِٱإلَِّا ل يۡكُمَللّا ۞ ع 

ا وَرَاۤ مْ مَّ
ُ
ك
َ
 ل
َّ
حِل

ُ
مْۚ  وَا

ُ
يْك

َ
ِ عَل مْۚ  كِتٰبَ اللّّٰٰ

ُ
يْمَانكُ

َ
جْ ا

َ
ك
َ
ا مَا مَل

َّ
سَاءِۤ اِل ِ

مُدْصَنٰجُ مِنَ الن 
ْ
ءَ وَال

مْ 
َ
نْ حَبْخَغُيْا ةِا

َ
مْ ا

ُ
حيُْوُنَّ ذٰلِك

ٰ
حْصِنِيْنَ غَيْدَ مُسٰفِدِيْنَۗ  فَمَا اسْخَمْخَػْخُمْ ةِهٖ مِنْىُنَّ فَا مْ مُّ

ُ
يَالِك

انَ 
َ
َ ك ۗ اِنَّ اللّّٰٰ فَرِيْضَثِ

ْ
مْ فِيْمَا حَرَاضَيْخُمْ ةِهٖ مِنْْۢ ةَػْدِ ال

ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
جُيْرَوُنَّ فَرِيْضَثًۗ وَل

ُ
 ا

 ٢٤عَلِيْمًا حَكِيْمًا 
Terjemahnya: 

Dan (diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan yang bersuami, 

kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki 

sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain 

(perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan 

hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan 

yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada 

mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di 

antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh  Allah 

Maha Mengetahui, Maha bijaksana.
70

 

 Pasal 40 huruf b, sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah/2:228 

لٰجُ 
َّ
مُطَل

ْ
قَ ا وَال

َ
خُمْنَ مَا خَل

ْ
نْ يَّك

َ
ىُنَّ ا

َ
 ل
ُّ
ل ا يَحِ

َ
ۗ وَل ءٍ رَثَ كُرُوْۤ

ٰ
نْفُسِىِنَّ ذَل

َ
ُ فِيْْٓ يَتَدَةَّصْنَ ةِا

للّّٰٰ

وِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ  خَقُّ ةِرَد ِ
َ
خُىُنَّ ا

َ
خِرِۗ وَةُػُيْل

ٰ
ا
ْ
يَيْمِ ال

ْ
ِ وَال نَّ يُؤْمِنَّ ةِاللّّٰٰ

ُ
رْحَامِىِنَّ اِنْ ك

َ
ا ا رَادُوْْٓ

َ
ا

يْىِنَّ دَرَجَثٌۗ  وَ 
َ
جَالِ عَل مَػْرُوْفَِّۖ وَلِلر ِ

ْ
يْىِنَّ ةِال

َ
ذِيْ عَل

َّ
 ال

ُ
ىُنَّ مِرْل

َ
احًاۗ وَل

َ
ُ غَزِيْزٌ اِصْل اللّّٰٰ

 ٢٢٨ࣖ حَكِيْمٌ 
Terjemahnya 

Dan para istri yang diceraikan (wajib menahan diri mereka (menunggu) 

tiga kali qurū’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah 

dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada 

mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka 

(para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut 

cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan di atas 

mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
71

 

Pasal 40 huruf c KHI, sejalan dengan firman Allah Q.S. al Baqarah/2:221 
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مْۚ  وَ 
ُ
غْجَبَخْك

َ
يْ ا

َ
ل ثٍ وَّ

َ
شْركِ نْ مُّ ؤْمِنَثٌ خَيْدٌ م ِ مَثٌ مُّ

َ
ا
َ
ۗ  وَل ى يُؤْمِنَّ جِ خَتّٰ

ٰ
مُشْركِ

ْ
ا حَنْكِدُيا ال

َ
ا وَل

َ
ل
ٰۤىِٕكَ  ول

ُ
مْۗ  ا

ُ
غْجَتَك

َ
يْ ا

َ
ل شْرِكٍ وَّ نْ مُّ ؤْمِنٌ خَيْدٌ م ِ ػَتْدٌ مُّ

َ
ى يُؤْمِنُيْاۗ  وَل مُشْركِِيْنَ خَتّٰ

ْ
 حُنْكِدُيا ال

اسِ  يٰخِهٖ لِلنَّ
ٰ
نُ ا مَغْفِرَةِ ةِاِذْنِهٖۚ وَيُتَي ِ

ْ
ثِ وَال جَنَّ

ْ
ى ال

َ
ُ يَدْغُيْْٓا اِل ى النَّارِ َّۖ وَاللّّٰٰ

َ
ىُمْ يَدْغُيْنَ اِل

َّ
ػَل
َ
ل

رُوْنَ 
َّ
 ٢٢١ࣖ يَخَذَك

Terjemahnya 

Dan Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 

daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan 

yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki 

yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik 

hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
72

 

Pasal 41 

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang 

mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya; 

a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. 

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya 

telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah. 

Pasal 42 

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita 

apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang 

keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah 

talak satu raj’i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali 

perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i. 

 

Isi pasal 42 KHI, sejalan dengan firman Allah Q.S al-Nisa> /4:3 

 
َ
دَ وَرُةٰعَۚ  وَاِنْ خِفْخُمْ ا

ٰ
سَاءِۤ مَرْنٰى وَذُل ِ

نَ الن  مْ م ِ
ُ
ك
َ
يَخٰمٰى فَانكِْدُيْا مَا طَابَ ل

ْ
ا حُلْسِطُيْا فِى ال

َّ
ل

يْاۗ 
ُ
ا حَػُيْل

َّ
ل
َ
دْنٰٓى ا

َ
مْۗ  ذٰلِكَ ا

ُ
يْمَانكُ

َ
جْ ا

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
يْا فَيَاحِدَةً ا

ُ
ا حَػْدِل

َّ
ل
َ
 ٣فَاِنْ خِفْخُمْ ا

Terjemahnya  

 Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
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perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika 

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka  (nikahilah) seorang 

saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 

lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
73

 

Pasal 43 

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 

a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali. 

b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili’an 

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi 

telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus 

ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnya. 

Isi pasal 43 ayat 1 huruf a, sesuai hadis rasulullah saw. 

َوَسَلَّمَََعَلَيْهََِاللَّهََُصَلَّىَالنَّبَِ َفَسُئِلَََفَطلََّقَََفػَتػَزَوَّجَتََْثَلَاثاًَامْرأَتَهَََُطلََّقَََرَجُلًاََأَفََّ عَائِشَةَََعَنَْ
لَتػَهَاَيذَُوؽَََحَتَََّّلَََقاَؿَََلِلَْْوَّؿََِأَتََِلَ   74الْأَوَّؿََُذَاؽَََكَمَاَعُسَيػْ

Artinya: 

Dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak 

tiga. Lalu wanita itu menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam pun ditanya, apakah wanita itu telah halal untuk suaminya 

yang pertama. Maka beliau menjawab: "Tidak, hingga laki-laki kedua itu 

merasakan madunya sebagaimana laki-laki pertama telah merasakannya." : 

Isi pasal 43 ayat 1 huruf b, sesuai hadis rasulullah saw. 

أفَََّالنَّبََِّصَلَّىَاللَّهَُعَلَيْهَِوَسَلَّمََقاَؿََللِْمُتَلَاعِنػَيَِْْحِسَابُكُمَاَعَلَىَاللَّهَِ عَنَْابْنَِعُمَرََ
َلََسَبِيلََلَكََعَلَيػْهَاَقاَؿََياََرَسُوؿََاللَّهَِمَالَِقاَؿََلََمَاؿََلَكََإِفََْ كََاذِب  أَحَدكُُمَا

َفػََ َعَلَيػْهَا َصَدَقْتَ َعَلَيػْهَاَكُنْتَ كََذَبْتَ كَُنْتَ َوَإِفْ َفػَرْجِهَا َمِنْ َاسْتَحْلَلْتَ َبِاَ هُوَ
75افَذَاؾََأبَػْعَدَُوَأبَػْعَدَُلَكََمِنْهََ
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Artinya: 

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada 

Al Mutalaa'inaini
76

: "Hisab kalian berdua adalah terserah kepada Allah. 

Salah seorang dari kalian telah berdusta. Karena itu, tidak ada jalan lagi 

bagimu untuk kembali ruju' padanya." Laki-laki itu berkata, "Wahai 

Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" beliau bersabda: "Tidak ada 

bagian harta untukmu. Jika kamu berkata benar atasnya, maka mahar yang 

telah kamu berikan adalah sebagai penghalal farjinya. Dan jika kamu dusta, 

maka hal itu tentulah lebih parah.": 

Pasal 44 

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 

pria yang tidak beragama Islam. 

Isi pasal 44, sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah /2:221.  

ا
َ
جِ  حَنْكِدُيا وَل

ٰ
مُشْركِ

ْ
ى ال مَثٌ ۗ   يُؤْمِنَّ  خَتّٰ

َ
ا
َ
ؤْمِنَثٌ  وَل نْ  خَيْدٌ  مُّ ثٍ  م ِ

َ
شْركِ يْ  مُّ

َ
ل مْ  وَّ

ُ
غْجَبَخْك

َ
اۚ   ا

َ
 وَل

مُشْركِِيْنَ  حُنْكِدُيا
ْ
ى ال ػَتْدٌ ۗ   يُؤْمِنُيْا خَتّٰ

َ
ؤْمِنٌ  وَل نْ  خَيْدٌ  مُّ شْرِكٍ  م ِ يْ  مُّ

َ
ل مْ  وَّ

ُ
غْجَتَك

َ
ٰۤىِٕكَ ۗ   ا ول

ُ
 ا

ى يَدْغُيْنَ 
َ
ُ  َّۖ  النَّارِ  اِل ى يَدْغُيْْٓا وَاللّّٰٰ

َ
ثِ  اِل جَنَّ

ْ
مَغْفِرَةِ  ال

ْ
نُ  ةِاِذْنِهٖۚ  وَال يٰخِهٖ  وَيُتَي ِ

ٰ
اسِ  ا ىُمْ  لِلنَّ

َّ
ػَل
َ
 ل

رُوْنَ 
َّ
 ٢٢١ࣖ  يَخَذَك

Terjemahnya  

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! 

Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada 

perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu 

menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga 

mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik 

daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak 

ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-

Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka 

mengambil pelajaran.
77

 

 Agar perkawinan dapat diisbatkan di pengadilan agama maka larangan-

larangan sebagaimana tersebut baik yang tertuang dalam ketentuan perundang-

undangan maupun  hukum Islam wajib dihindari.  Meskipun  hanya  satu larangan 
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perkawinan tersebut ditemukan dalam sebuah perkawinan maka dapat dipastikan 

isbat nikah tidak dapat dikabulkan.
78

 

 Kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam 

sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan 

dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 

Undang-Undang  No 1 tahun 1974 yang berbunyi : ‚untuk perkawinan dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang  ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah 

sah‛ dan dipertegas pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam 

pasal 49 PP No 9 tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : ‚Peraturan Pemerintah 

ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975‛ dan pada ayat (2) berbunyi 

‛mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara 

efektif dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian dengan lahirnya 

Inpres No 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

dan Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres 

no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas 

lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 

KHI‛.
79

 

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah 

di pengadilan agama  berdasar pada buku Pedoman  Pelaksanaaan Tugas dan 
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Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013. Buku ini sudah 

mengalami beberapa kali revisi karena menjadi bagian dari Hukum Acara Perdata 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Republik Indonesia 

Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan  

Buku I, II, dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas  dan Administrasi 

Pengadilan.
80

 Adapun ketentuan dalam buku tersebut
81

 sebagai berikut: 

a. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah 

satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan 

dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 

syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan 

permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan 

yang jelas serta konkrit. 

b. Proses pemeriksan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua 

suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi 

penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan 

istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan 

upaya hukum kasasi. 

c. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah 

seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri 

atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, 

produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan 

upaya hukum banding dan kasasi. 

d. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui 

bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan 

perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam 

beperkara. Jika pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan 

memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus 

dinyatakan tidak dapat diterima. 

e. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak 

lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan 

suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon. 

f. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat 

mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan 

mendudukkan ahli waris lainnya  sebagai pihak termohon, produknya 
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berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan 

kasasi. 

g. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli 

waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara 

voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut 

harus ditolak,maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi. 

h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam 

perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat 

melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syariyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah. 

i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam 

perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam (3), (4) dan (5), dapat 

mengajukan intervensi kepada Pengadilan atau Mahkamah Syariyah yang 

memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus. 

j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak 

dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan 

(5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan 

Agama atau Mahkamah syariyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan 

perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syariyah tersebut. 

k. Ketua Majelis hakim 3 hari setelah menerima PMH (Penetapan Majelis 

hakim), membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) sekaligus memerintahkan 

jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah 

tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa 

cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan 

pengumuman Pengadilan Agama. 

l. Majelis hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah 

berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis 

hakim segera menetapkan hari sidang. 

Tahap awal pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo  

diawali dengan surat permohonan dibuat minimal rangkap tujuh atau menurut 

kebutuhan sesuai dengan jumlah pihak yang beperkara, masing-masing satu 

rangkap untuk penggugat/pemohon, satu rangkap untuk tergugat/termohon atau 

menurut kebutuhan, satu rangkap untuk berkas minutasi dan  empat rangkap 

untuk majelis hakim yang memeriksanya.
82

 

Prinsipnya surat permohonan harus dibuat secara tertulis, bagi pemohon 

yang tidak dapat membaca dan menulis, maka permohonan diajukan secara lisan 
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kepada  ketua Pengadilan  Agama.  Ketua  dapat  mendelegasikan kepada hakim 

untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon maka 

permohonan tersebut  ditandatangani  oleh  ketua/hakim  yang  menerimanya itu 

berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) R. Bg.  Permohonan yang dibuat secara 

tertulis, ditandatangani oleh  penggugat/pemohon  (Pasal 142 ayat (1) R. Bg). 

Jika penggugat/pemohon telah menunjuk kuasa khusus maka surat 

gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 147 ayat (1) 

R.Bg).
83

 

Adapun isi dari surat gugatan/permohonan terdiri dari:
84

 

1. Identitas para pihak  

a. Nama ( beserta bin/binti dan aliasnya) 

b. Tempat tanggal lahir/umur 

c. Agama 

d. Pekerjaan 

e. Tempat tinggal.  

2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang 

berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita berisi: 

a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum 

b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan 

keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti. 

3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh 

hakim. 
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Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Palopo melalui  

beberapa meja, yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. Pengertian Meja tersebut 

adalah merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu 

perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut 

diselesaikan. Pelaksanaan tehnis administrasi perkara di Pengadilan Agama 

dilaksanakan sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 

Kepaniteraan atau yang lebih dikenal dengan Pola Bindalmin yang secara singkat 

diuraikan sebagai berikut:
85

 

1) Meja I 

a. Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (Verzet), pernyataan 

banding, kasasi,  permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan 

dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. 

b. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan 

menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon. 

c. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon 

penggugat/pemohon. 

d.  Menaksir biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121 HIR/ 145 

R.Bg yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. 

e. Selain tugas-tugas penerimaan perkara seperti tersebut di atas, maka meja 

pertama berkewajiban memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap 

perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.  

f. Pemegang kas (kasir) merupakan bagian dari Meja I. 

1) Kasir menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut 

dalam SKUM. 

2) Melakukan penerimaan uang panjar perkara/biaya eksekusi dan 
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membukukan dalam buku jurnal. 

g. Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara yang tercantum 

pada SKUM ke dalam jurnal keuangan yang bersangkutan (Nomor jurnal 

sama dengan nomor perkara). 

h. Mengeluarkan dan membukukan/mencatat uang biaya administrasi dan 

biaya proses perkara seminggu sekali pemegang kas harus menyerahkan 

uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima untuk disetorkan 

ke kas Negara, yang dicatat pada kolom 13 KI-PA8 pencatatan masuk 

keluarnya uang perkara dalam buku induk keuangan dilakukan oleh 

panitera atau staf yang ditunjuk. 

2) Meja II 

Adapun tugas-tugas dari meja kedua adalah sebagai berikut: 

a. Menerima surat permohonan dariPemohon 

b. Mencatat ke dalam register yang telah ada. 

c. Memberikan nomor register kepada surat permohonan sesuai dengan 

nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan 

memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang 

bersangkutan. 

d. Mengembalikan satu rangkap salinan surat permohonan yang telah 

diregister kepada calon pemohon. 

e. Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta melengkapinya 

dengan instrumen-instrumennya yang diperlukan untuk memproses 

perkaratersebut. 

f. Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada panitera untuk disampaikan 

kepada Ketua Pengadilan. 

g. Melaksanakan register kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya 
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3) Meja III 

Tugas-tugas dari Meja Tiga adalah sebagai berikut: 

a. Menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah  diputus dan 

diminutasi. 

b. Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagi bundel A. 

c. Atas perintah majelis melanjutkan pemberitahuan isi keputusan kepada 

pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan. 

d. Membuat cacatan pada putusan atau penetapannya dan salinannya sesuai 

dengan perkembangan yang berkaitan dengan putusan dan penetapan 

tersebut. 

e. Menyerahkan salinan putusan atau penetapan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan sesuai dengan putusan dan atau penetapan tersebut. 

f. Memberikan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada 

Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan laporan. 

Jumlah perkara permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo 

dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan dimana jumlah 

perkara masuk tahun 2019 berjumlah 28 perkara sementara pada tahun 2020 

berjumlah 20 perkara dapat dilihat dari tabel berikut:
86

 

Tabel 6. 

Keadaan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo 2019-2020 
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Tahun 
Perkara 

Masuk 
Dikabulkan Ditolak 

Tidak 

diterima 
Dicabut Gugur 

2019 28 22 1 - 1 3 

2020 20 15 2 1 1 1 
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 Pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 

2020 mengalami penurunan sekitar 3% dari tahun sebelumnya. Data tersebut 

secara faktual dapat menggambarkan bahwa praktek nikah sirri masih ada di 

Kota Palopo meskipun jumlahnya semakin menurun disebabkan karena  

meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat  untuk mencatatkan 

perkawinannya pada pejabat yang berwenang
87

 

 Isbat nikah yang diajukan oleh pelaku nikah sirri di Pengadilan Agama 

Palopo didasari dengan alasan dan tujuan yang berbeda.  Hal tersebut dipahami 

dalam surat permohonan para pemohon  maupun dalam penetapan para majelis 

hakim. 

Tabel 7. Tujuan Pengajuan Isbat Nikah Tahun 2019-2020 

No Nomor Perkara Tujuan 

1 1/Pdt.P/2019/PA.Plp Kelengkapan berkas KTP, Kartu Keluarga dan 

Akta Kelahiran Anak 

2 4/Pdt.P/2019/PA.Plp Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran 

3 8/Pdt.P/2019/PA.Plp Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran 

4 9/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

5 15/Pdt.P/2019/PA.Plp Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran 

6 17/Pdt.P/2019/PA.Plp Kelengkapan berkas KTP, Kartu Keluarga dan 

Akta Kelahiran Anak 

7 19/Pdt.P/2019/PA.Plp Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran 

8 21/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

9 23/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

10 24/Pdt.P/2019/PA.Plp Pencatatan di KUA 
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11 25/Pdt.P/2019/PA.Plp Kelengkapan berkas Kredit Perumahan Rakyat 

(KPR) 

12 31/Pdt.P/2019/PA.Plp Pencatatan di KUA 

13 34/Pdt.P/2019/PA.Plp Pencatatan di KUA 

14 40/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

15 41/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

16 42/Pdt.P/2019/PA.Plp Pencatatan di KUA 

17 43/Pdt.P/2019/PA.Plp Pencatatan di KUA 

18 47/Pdt.P/2019/PA.Plp Pencatatan di KUA 

19 49/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

20 50/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

21 51/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

22 56/Pdt.P/2019/PA.Plp Pencatatan di KUA 

23 59/Pdt.P/2019/PA.Plp Pencatatan di KUA  

24 62/Pdt.P/2019/PA.Plp Pencatatan di KUA 

25 63/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

26 66/Pdt.P/2019/PA.Plp Kelengkapan berkas umrah 

27 68/Pdt.P/2019/PA.Plp Kelengkapan berkas Kredit Perumahan Rakyat 

(KPR) 

28 72/Pdt.P/2019/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

29 3/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

30 10/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

31 12/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

32 13/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

33 14/Pdt.P/2020/PA.Plp Kelengkapan berkas Kartu Keluarga dan Akta 

Kelahiran Anak 



75 

 

 

 

34 15/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

35 17/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

36 20/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

37 23/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

38 27/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

39 32/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

40 40/Pdt.P/2020/PA.Plp Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran  

41 42/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

42 51/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

43 52/Pdt.P/2020/PA.Plp Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran 

44 54/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

45 55/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

46 58/Pdt.P/2020/PA.Plp Kelengkapan berkas Kredit Perumahan Rakyat 

(KPR) 

47 63/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

48 65/Pdt.P/2020/PA.Plp Akta Kelahiran Anak 

Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Palopo 
Tahun 2019 -2020 

Pada penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo, 

ditemukan nikah sirri yang pernikahannya diisbatkan atau dikabulkan oleh 

majelis hakim. Berikut ini akan diuraikan alasan hukum majelis hakim dalam 

melegalisasi pernikahan sirri yang diajukan para pelaku nikah sirri sebagai 

berikut: 

1. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Plp 

 Pada penetapan Pengadilan Agama Palopo No. 8/Pdt.P/2020/PA.Plp,  

majelis hakim  dalam  penetapannya menjelaskan bahwa pemohon mendalilkan ia 
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telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1975 menurut ketentuan agama 

Islam dengan laki-laki bernama Nurdin Made bin Bering di Bosso, Desa Bolong, 

Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh imam setempat yang 

bernama Andi Sulo, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung laki-laki 

Pemohon yang bernama Santalia binti Supa Dg. Mamase karena ayah kandung 

Pemohon telah meninggal dunia disaksikan dua orang saksi serta mahar berupa 

serumpun  sagu.  

Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada 

larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam 

maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan 

Pemohon  dan  suaminya hidup rukun sebagai suami istri dikaruniai satu orang 

anak dan tidak  pernah  bercerai  hingga  suaminya  meninggal dunia pada 

tanggal  25 Agustus 2018. Pemohon dan suaminya tidak pernah memiliki Buku 

Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. 

Semasa hidupnya suami  Pemohon adalah Anggota Veteran Republik Indonesia 

sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari 

Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan 

tunjangan janda Veteran Republik Indonesia. 

 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon 

mengajukan bukti-bukti surat-surat dan dua orang saksi yang memberikan 

keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan 

Nurdin Made telah menikah pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong,  

Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah saudara laki-laki 

kandung Pemohon yang bernama Santalia bin Supa Dg. Mamase, saksi nikah 

adalah Purani dan Niwa, mahar berupa sagu 1 (satu) rumpun yang dibayar tunai, 

saat menikah Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau 

perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan Nurdin Made berstatus jejaka dan 
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tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Pemohon dan Nurdin Made 

tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang 

untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon 

dengan Nurdin Made, Pemohon dengan Nurdin Made tidak pernah bercerai, 

keduanya hidup rukun sampai Nurdin Made meninggal dunia dan dari pernikahan 

tersebut Pemohon dengan Nurdin Made telah dikaruniai seorang anak yang 

bernama Sumarlin bin Nurdin Made, isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk 

kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik 

Indonesia; 

  Berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-

saksi serta hal yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang 

sesuai dengan permohonan Pemohon sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, 

Pengadilan menilai sebagai berikut: 

1. Pemohon dan  almarhum suaminya telah menikah pada tahun 1975 di Bosso, 

Desa Bolong,  Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu,  pernikahan mana  

telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 

Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam 

Kitab I’anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi 

pertimbangan Pengadilan yang berbunyi : 

 

وفىَالدعوىَبنكاحَعلىَامرأةَذكرَصحتهَوشروطهَمنَنحوَولَِوشاهدينَعدوؿ  
 

Artinya :Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang 

perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya 

perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang 

adil. 
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2. Bahwa telah ternyata saat menikah,  Pemohon berstatus perawan dan tidak 

terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan almarhum 

suaminya berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, 

oleh karena itu  Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan 

perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11  Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam; 

Bahwa berdasarkan fakta tersebut  permohonan isbat nikah Pemohon agar 

ditetapkan perkawinannya dengan almarhum suaminya telah beralasan dan tidak 

melawan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, 

oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan 

menyatakan sah pernikahan Pemohon (Sutia binti Supa Dg. Mamase) dengan 

almarhum suaminya (Nurdin Made bin Bering) yang dilaksanakan pada tahun 

1975 di  Bosso, Desa Bolong, Kecamatan  Lamasi, Kabupaten Luwu. 

2. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.Plp 

Pada penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.Plp, majelis hakim dalam  

penetapannya menjelaskan bahwa alasan permohonan isbat nikah Pemohon 

bahwa  Pemohon I (suami) telah menikah dengan Pemohon II  (istri) pada 

tanggal 9 Oktober 1998 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, dinikahkan 

oleh imam setempat bernama Alimuddin, wali nikah ayah kandung pemohon II 

yang disaksikan oleh dua orang saksi, dan mahar berupa sebidang tanah seluas 

2500 m
2
.  

Pemohon  I pada saat menikah berstatus duda cerai mati dan Pemohon II 

berstatus perawan, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun  

pernikahan dan tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut ketentuan 

hukum  Islam  maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dari 

perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon II telah lahir dua orang anak, akan tetapi 

pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, permohonan diajukan untuk  
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kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran dan Kredit Perumahan 

Rakyat (KPR). 

Pemohon untuk membuktikan  dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 

alat bukti dan dua orang saksi. Majelis hakim melihat alat bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan 

dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu 

dengan lainnya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan 

pemohon II pada  tanggal 9 Oktober 1998 di Kecamatan Lappa Riaja,  

Kabupaten Bone,  dinikahkan oleh imam setempat bernama Alimuddin, wali 

nikah ayah kandung Pemohon II yang  disaksikan oleh dua orang saksi, dan 

mahar berupa sebidang tanah seluas 2500 m
2
, antara Pemohon I dan Pemohon II 

tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam 

maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dari perkawinan 

Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak, akan tetapi pemohon 

tidak pernah memiliki buku nikah. 

Majelis hakim telah menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi 

bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 9 Oktober 

1998 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone menurut ketentuan hukum 

Islam.Keduanya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum 

untukmelangsungkan pernikahan.Para pemohon tidak pernah memiliki buku 

nikah. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menyimpulkan bahwa 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 

Oktober 1998 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone telah memenuhi 

syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Pasal 14 sampai Pasal 30 
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Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak 

melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 

Bahwa Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Palopo 

mengesahkan pernikahan sebagaimana tersebut karena Pemohon tidak tidak 

dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah yang menjadi syarat untuk 

mengurus akta kelahiran anak dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). 

Berdasarkan hal-hal tersebut permohonan Pemohon dipandang telah 

beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum 

Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karena itu 

permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan 

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1998 

di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone. 

3. Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Plp. 

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Plp, Majelis hakim dalam  penetapannya 

menjelaskan bahwa pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah 

dengan Pemohon II pada tanggal 05 Desember 1990 di Dusun Bontoloe Desa 

Palajao, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam 

setempat bernama Johan Dg.Lallo, wali nikah ayah kandung pemohon II yang 

disaksikan oleh dua orang saksi, dan mahar berupa kebun seluas 5000 m
2
. Pada 

saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, 

pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak 

terdapat halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dari perkawinan Pemohon I dan 

Pemohon II telah lahir empat orang anak, akan tetapi pemohon tidak pernah 

memiliki buku nikah, permohonan diajukan untuk kelengkapan administras 

perjalanan umrah. 
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 Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah 

mengajukan alat bukti dan dua orang saksi. Majelis hakim  menilai alat bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima. 

Bahwa  saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I 

telah menikah dengan pemohon II tanggal 05 Desember 1990 di Dusun Bontoloe 

Desa Palajao, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam 

setempat bernama Johan Dg.Lallo, wali nikah ayah kandung pemohon II yang 

disaksikan oleh dua orang saksi, dan mahar berupa kebun seluas 5000 m
2
. Pada 

saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, 

pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak 

terdapat halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dari perkawinan Pemohon I dan 

Pemohon II telah lahir empat orang anak,akan tetapi pemohon tidak pernah 

memiliki buku nikah. 

 Majelis hakim telah menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi 

bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II tanggal 05 Desember 1990 

di  Dusun Bontoloe Desa Palajao, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, 

menurut ketentuan hukum Islam. Keduanya tidak terdapat halangan perkawinan 

menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan. para pemohon tidak pernah 

memiliki buku nikah.  

 Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menyimpulkan bahwa 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 

Desember 1990 di Dusun Bontoloe, Desa Palajao, Kecamatan Batang, Kabupaten 

Jeneponto, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 

14 Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun 

sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 

Kompilasi Hukum Islam. 
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 Bahwa Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Palopo 

mengesahkan pernikahan sebagaimana tersebut karena Para Pemohon tidak dapat 

membuktikan pernikahannya dengan akta nikah yang menjadi syarat untuk 

mengurus administrasiperjalananumrah.Berdasarkanhal-haltersebut permohonan 

Pemohon dipandang telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) 

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka 

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut menurut Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan 

dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 1990 di Dusun Bontoloe Desa Palajao, 

Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. 

  Pada penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palopo, ditemukan 

nikah sirri yang pernikahannya tidak diisbatkan/ditetapkan oleh majelis hakim 

sebagaimana dapat terlihat pada Tabel Keadaan Perkara Isbat nikah di 

Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019-2020 (table 6). Berdasarkan tabel 

tersebut dapat diketahui bahwa selain putusan/penetapan yang dikabulkan juga 

terdapat putusan/penetapan ditolak, tidak dapat diterima, gugur dan dicabut. 

Adapun uraian pertimbangan majelis hakim yang tidak mengabulkan 

permohonan penetapan pengesahan nikah sirri sebagai berikut: 

1. Penetapan Ditolak 

 Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Plpmenolak permohonan penetapan 

pengesahan nikah sirri oleh para pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut: 

 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah 

menikah dengan pemohon II pada tanggal 22 Juli 2015, di Desa Timampu, 

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dinikahkan oleh imam kampung 

setempat, wali nikah kakak kandung pemohon II yang disaksikan oleh dua orang 

saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus  duda cerai dan  Pemohon II 
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berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II  akan tetapi pemohon 

tidak tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan 

hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon 

dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, permohonan diajukan untuk mengurus 

akta kelahiran anak.  

 Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 

alat buktitertulis dan dua orang saksi. Namun untuk membuktikan bahwa 

Pemohon I adalah duda cerai, para pemohon hanya menunjukkan Surat 

Keterangan Cerai yang dibuat oleh Pemohon I dan ditandatangani oleh Lurah 

setempat sehingga bukti tersebut ditolak oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 8 

Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ‚putusnya perkawinan selain 

cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan 

Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, 

khuluk atau putusan taklik talak‛.  

  Majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon 

II mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi/ melanggar ketentuan pada 

pasal 3 ayat (2), pasal 4,  pasal 9 Undang-Undang  RI. Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, mengenai prosedur beristri 

lebih dari seorang.  

  Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I tidak memenuhi prosedur 

beristri lebih dari seseorang, sesuai dengan asas monogami yang dianut Undang-

Undang  RI.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dikehendaki oleh 

seseorang dan dibenarkan oleh agama yang dianutnya, maka kawin lebih dari 

satu orang dapat dibenarkan sepanjang alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah 

ditentukan telah terpenuhi. Beristrikan lebih dari satu dapat dilaksanakan setelah 

lebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama sehingga majelis hakim 
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menilai bahwa alasan  Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan mereka  dengan 

alasan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan 

perkawinan tidak terbukti sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II ditolak oleh majelis hakim. 

2. Penetapan Tidak Dapat Diterima. 

Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Plp dalam perkara isbat nikah 

menyatakan permohonanPemohon tidak dapat diterima dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

  Pemohon mengajukan permohonan Isbat  Nikah dengan dalil-dalil pada 

pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Beddu bin Baderu pada tanggal 

9 Maret 1959 di Desa Battang Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu, yang 

dinikahkan oleh Imam setempat bernama Borahima, dengan wali nikah Saudara 

Kandung Ayah Pemohon bernama Judani karena ayah kandung Pemohon telah 

meninggal dunia,  disaksikan oleh Muhani dan Jamil, dengan mahar berupa  

seperangkat alat sholat di bayar tunai, hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak; 

 Majelis hakim mempertimbangkan syarat formil permohonan Pemohon  

berdasarkan SK KMA/032/SK/IV/2006 yang diperbarui dengan Surat Edaran 

Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Pedoman 

Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Buku II 

halaman 144-145 subpoin 6 menyatakan bahwa ‚Suami atau isteri yang telah 

ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat  

nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak 

Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat 

diupayakan banding dan kasasi‛, dengan mendasarakan surat edaran 

tersebutPemohon seharusnya mengajukan permohonan pengesahan nikah/isbat 

nikah ke Pengadilan Agama dalam bentuk contentious (gugatan) dengan 
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menjadikan seluruh anaknya sebagai termohon termasuk pihak kuasa insidentil, 

sehingga permohonan Pemohon cacat formil karena pengajuan perkara tidak 

sesuai dengan hukum acara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-

undangan, sehingga terhadap permohonan Pemohon oleh Majelis hakim harus 

dinyatakan tidak dapat diterima; 

3. Penetapan Gugur 

Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Plp dalam perkara isbat nikah menyatakan 

permohonan Pemohon gugur dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Pemohon pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak 

hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru 

sita  Pengadilan Agama Palopo sebanyak 2 kali panggilan. Karena hal tersebut 

Pemohon  dianggap  tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga 

berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan pemohon dinyatakan gugur. 

4. Penetapan Dicabut  

Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Plp dalam perkara isbat nikah majelis 

hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

Pada sidang pertama, sebelum pembacaan permohonan pemohon, pemohon 

menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya. Sehingga majelis 

hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut. 

Menurut Merita Selvina
88

 pencabutan perkara permohonan sepanjang 

dalam tahap pemeriksaan perkara adalah hak penuh dari pemohon, hal tersebut  

tersebut berbeda dengan pencabutan perkara pada perkara gugatan dimana 

terdapat dua belah pihak yang bersengketa, Pemohon/Penggugat hanya 

mempunyai hak penuh untuk mencabut perkaranya sebelum proses jawab 

                                                 
 
88

Merita Selvina, ‚Hakim Pengadilan Agama Palopo‛, Wawancara, Palopo, 15 Februari 

2020. 
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menjawab berlangsung namun setelah proses jawab menjawab berlangsung maka 

harus dengan persetujuan pihak lawan sebagaimana dalam Pasal 271-272 Rv. 

Dan selanjutnya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara. 

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara termasuk perkara isbat 

nikah terhadap nikah sirri, majelis hakim melakukan
89

: 

Pertama,  mengkonstatir yakni membuktikanbenar tidaknyaperistiwa/fakta 

yang diajukan para pelaku nikah sirri sebagaimana yang tertuang dalam surat 

permohonannya dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut 

hukum pembuktian.  

Pembuktian dalam hal ini maksudnya adalah upaya yang dilakukan oleh 

pihak beperkara untuk memberikan kepastian tentang benar tidaknya peristiwa 

hukum tertentu menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum sehingga dapat 

dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan. Misalnya dalam perkara 

isbat nikah, maka fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah pemohon 

benar telah menikah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana 

ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana 

dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. 

Kedua, mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti dalam tahap 

konstatir, yaitu menilai peristiwa yang benar-benar terjadiitu termasuk hubungan 

hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah 

dikonstatiring itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.  

Mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap 

dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa 

yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan 

peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat 

                                                 
 
89

Hapsah, ‚Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo‛, Wawancara, Palopo, 12 Februari 

2020. 
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dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang 

telah dikonstatir. Misalnya pernikahan Pemohon terbukti telah dilaksanakan  dan 

memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam 

dan tidak terdapat halangan perkawinan baik menurut ketentuan perundang-

undangan maupun ketentuan hukum Islamsehingga  telah memenuhi ketentuan 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Perkawinan yang berbunyi ‚Perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan 

kepercayaannya itu‛ dan Pasal 7 ayat (3) huruf e bahwa isbat nikah yang dapat 

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 

salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

Ketiga, mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian 

dituangkan dalam amar putusan. 

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan para majelis hakimyang 

melegalkan pernikahan sirri pada perkara di Pengadilan Agama Palopo yang ada 

yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang  Perkawinan atau dengan 

kata lain mengesampingkan Pasal 49 ayat (2) item (22)Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum 

berlakunya Undang-Undang  RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini 

dapat dipahami dari diterimanya permohonan isbat nikah para pemohon padahal 

pernikahannya setelah berlakunya Undang-Undang  Perkawinan. 

Majelis hakim pada perkara-perkara tersebut di atas, berpendapat oleh 

karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia masih banyak 

pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan 

ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

karena sebab lain misalnya karena kelalaian imam, mahalnya biaya pencatatan 
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pada  saat itu dan lain sebagainya, sedangkan pernikahan mereka yang dilakukan 

setelah berlakunya Undang-Undang  No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada 

register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga 

menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena 

menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan 

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah.
90

 

Apabila kondisi  seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk 

mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status 

perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah 

diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu pernikahan 

sirri harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan 

ketidakpastian hukum.
91

 

3. Implikasi  Legalisasi Nikah Sirri  pada Perkara  Isbat Nikah di Pengadilan 

Agama Palopo 

Isbat nikah sebagai upaya legalisasi nikah sirri diperuntukkan pada hal 

tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) 

Kompilasi Hukum Islam. Isbat nikah  sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk 

mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen 

pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan 

perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. 

Isbat nikah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh Akta Nikah. Akta 
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Nikah merupakan akta autentik karena akta tersebut dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan 

pencatatan perkawinan. Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan 

adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan.
92

 

Apabila upaya legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah yang 

diajukan oleh pasangan nikah sirri  dikabulkan, maka berimplikasi terhadap 

status pernikahan dimana pernikahan yang dilakukan tersebut telah mempunyai 

kekuatan hukum. Kekuatan hukum artinya kekuatan pembuktian secara legal 

formal dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Sehingga  

berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang 

berwenang dan dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh 

instansi sebagaimana mestinya.  Karena alasan pengajuan permohonan isbat 

nikah sebagaian besar diajukan karena para pelaku nikah sirri  tidak mempunyai 

akses  memperoleh pelayanan publik misalnya pelayanan untuk memperoleh 

kartu tanda penduduk,  kartu keluarga, dokumen keimigrasian, tunjangan 

veteran, tunjangan janda dan sebagainya. 

Legalisasi pernikahan melalui isbat nikah juga berimplikasi bagi anak-anak 

yang dilahirkan dari pernikahan tersebut karena anak-anak yang  sebelumnya 

juga tidak diakui karena lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum 

dengan adanya penetapan isbat nikah telah mendapat pengakuan berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang  yang ada di Negara Republik Indonesia, sehingga 

dengan ditetapkannya perkawinan itu maka segala pengurusan administrasi 

menjadi sah dan anak-anak yang dilahirkan mendapat hak-haknya baik 

pengakuan hak warisan ataupun hak-hak lain dari orang tuanya.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Nikah sirri pada mulanya adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat 

dan rukun perkawinan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya orang yang 

menikah secara mushafahah, yakni nikah sirri atau nikah tanpa wali dan tanpa 

saksi dengan maskawin 5 dinar, dan dia telah tinggal bersamanya dan 

mencampurinya. Apakah perkawinan itu sah, maka Ibnu Taimiyah mengatakan 

nikahnya batil atau tidak sah.
94

 

Perkembangan selanjutnya nikah sirri tidak lagi dimaksudkan demikian. 

Menurut Neng Zubaedah,  pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditujukan atau 

dimaknai terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau 

menerima pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh 

seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini pengertian 

nikah sirri diperluas, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan, tetapi belum/tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan bagi yang beragama Islam. Dengan demikian perkawinan yang 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam,  namun 

belum/tidak dicatat disebut dengan nikah sirri.
95

 

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi 

syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Menurut hukum Islam  

pernikahan sirri atau di bawah tangan adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat 

dan rukun perkawinan. Namun dari aspek hukum positif model ini belum lengkap 

karena belum dicatatkan. Pencatatan hanya merupakan  syarat administratif yang 
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tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. Karena rukun nikah 

merupakan syarat materil dan formil pernikahan yang diatur dalam fikih maupun 

yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah 

syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Namun demikian dalam 

perspektif hukum positif pernikahan yang dilaksanakan meskipun menurut 

ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap illegal dan tidak memiliki 

kekuatan hukum. 

Secara faktual pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam khususnya 

di Kota Palopo masih belum berjalan efektif, terbukti dengan masih adanya 

masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah yang merupakan upaya 

untuk melegalisasi pernikahan sirri. 

Efektifitas hukum pencatatan perkawinan nampaknya sangat dipengaruhi 

oleh sistem hukum yakni struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. 

Bila ketiga elemen sistem hukum tersebut, sama-sama positif maka hasilnya 

akan positif, namun bila terdapat satu diantaranya yang negatif maka hasilnya 

akan negatif.  Dalam pencatatan perkawinan, struktur hukum telah terpenuhi 

dengan adanya Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil, Subtansi hukum pun 

telah terpenuhi dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, namun karena 

budaya masyarakat masih fikih sentris maka pencatatan perkawinan masih sulit 

untuk diwujudkan karena itu isbat nikah masih sangat diperlukan. 

Para ahli hukum baik di kalangan akademis maupun para praktisi hukum 

masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya pernikahan. 

Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu : 

1. Bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikah fasid sebab 

sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 

terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. 
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Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila 

tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah 

dilaksanakan itu. 

2. Perkawinan yang dilaksanakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah 

fasid dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut 

dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Pasal 2 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus 

dilaksanakan, secara kumulatif bukan alternatif secara terpisah dan harus 

dilaksanakan secara terpisah dan berdiri sendiri.
96

 

Maka dalam rangka penyusunan Hukum Perkawinan yang akan datang, 

masalah pencatatan perkawinan supaya dimasukkan dalam skala prioritas dengan 

menerapkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggarnya. Hal ini 

sangat penting untuk dilaksanakan sebab sudah cukup banyak masalah hukum 

yang timbul dari perkawinan sirri.
97

 

Legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama 

Palopo mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri, majelis 

hakim tidak melihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang  RI No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai suatu kesatuan. Mereka mendasarkan 

pertimbangannya hanya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  RI No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 

itu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan 
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yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dikesampingkan. 

Majelis hakim yang hanya berdasar pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  

RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara 

yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang  RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu 

merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan 

mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah disahkan itu. Serta tidak 

dikategorikan sebagai nikah fasid.
98

 Pendapat ini  sejalan dengan pendapat para 

tokoh berikut: 

1. Bagir Manan  

Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan,  

oleh karena tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. UUP 

menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan 

perkawinan,  yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan.  

Hal ini tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum yang dibenarkan 

menurut hukum.  Hal ini menjadi sumber kegaduhan mengenai perkawinan yang 

dicatat  dan tidak dicatat atau karena tidak dipenuhi berbagai syarat lain. Karena 

setiap hubungan hukum yang dilakukan sesuai syarat-syarat hukum akan 

melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah. Dalam kaitannya dengan 

pencatatan perkawinan,  pencatatan bukan syarat perkawinan.  

Pencatatan berfungsi  untuk menjamin ketertiban hukum (legal order). 

Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pencatat 

kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa 
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penting, bukan peristiwa hukum, ungkapnya. Bukan pencatatan kelahiran yang 

menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi akan menentukan sah 

atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan. Bagir Manan yang juga 

mantan Ketua Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa suatu perkawinan sah 

atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh 

syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam). 

2. Muchsin 

Ketentuan pencatatan perkawinan tidak sederajat dengan ketentuan hukum 

keabsahan perkawinan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya juga 

berbeda. 

3. Mahfud MD 

Perkawinan sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan 

akidah agama yang dilindungi Undang-Undang  Dasar 1945. Pelaksanaan ajaran 

agama oleh pemeluknya menjadi kewajiban Negara untuk memproteksinya. 

Negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama tertentu, tetapi negara 

wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin 

melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.
99

 

Mengamati legalisasi nikah sirri pada perkara itbat nikah di Pengadilan 

Agama Palopo melalui penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo, 

terdapat beberapa alasan majelis hakim melegalisasi nikah sirri melalui perkara 

isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo, yakni: 

1. Kepastian Hukum 

 Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa legalisasi nikah sirri 

melalui isbat nikah hanya dimungkinkan bagi  pernikahan  yang  tidak  
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dicatatkan pada lembaga berwenang yang memenuhi peraturan hukum islam 

maupun peraturan perundang-undangan. Tentunya isbat nikah yang ditetapkan 

oleh hakim memberikan kepastian  hukum  terhadap status pernikahan pasangan 

suami istri dan anak yang dilahirkan dalam  pernikahan tersebut.  

 Melihat dari alasan pengajuan isbat nikah di pengadilan Agama Palopo, 

alasan utama pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama Palopo adalah dalam rangka mengurusan akta kelahiran anak di samping 

untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon sendiri. Ini berarti 

para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir 

dari pernikahan sirri atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama setempat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri  pada akta 

kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan 

nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.  

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat 

menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan 

kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya,  sehingga secara yuridis mereka hanya 

akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya 

telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris 

dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa 

ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri 

yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat 

Nikah. Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari pasangan nikah 

sirri. 

 Pernikahan sirri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam 

dan tanpa halangan perkawinan yang terjadi karena  ketidaktahuan pelaku nikah 

sirri akan pentingnya pencatatan nikah dan kelalaian imam  akan dikabulkan oleh 
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majelis hakim. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Harifin A. Tumpa
100

 

bahwa Kalau pernikahan sirri merupakan gejala umum dan didasarkan atas 

iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan. 

Realita maraknya pernikahan sirri, menurutnya mempunyai dua sisi, apakah 

realita tersebut dilakukan oleh pelaku nikah sirri karena kenakalan atau ada 

iktikad buruk, atau apakah realita tersebut merupakan gejala umum yang tumbuh 

dan berkembang karena ada faktor-faktor yang sifatnya tidak bisa dihindari. 

Gejala/realita tersebut muncul karena hanya kenakalan atau ada iktikad 

tidak baik, misalnya orang kawin sirri  karena tidak puas dengan pasangannya 

atau tidak puas dengan apa yang dia punyai, maka kejadian tersebut tidak bisa 

dibenturkan dengan kepastian hukum yang telah menentukan dengan jelas aturan 

main dari suatu perbuatan hukum. Tetapi kalau gejala/realita itu muncul karena 

ada faktor-faktor tertentu, misalnya terdapatnya keterpaksaan diluar kemampuan 

untuk dihindari, sehingga harus menyimpang dari aturan hukum yang 

semestinya, maka hal tersebut tentu akan menjadi pertimbangan dari hakim 

dalam rangka mewujudkan keadilan. 

Persoalan nikah sirri  ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila 

kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan. 

Seringkali keadilan (untuk mendapatkan pengakuan di hadapan hukum) 

dipertentangkan dengan kepastian hukum.Namun antara kepastian hukum dan 

keadilan tidak boleh dipertentangkan. Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim 

tidak menjadi corong undang-undang,  karena bisa  jadi kondisi yang diatur 

dalam sebuah Undang-Undang   hanya kontekstual pada masa Undang-Undang  

tersebut lahir.  Di samping itu, produk pengadilan tidak terlepas dari tiga hal 
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yakni kepastian, keadilan dan manfaat.Penetapan/putusan isbat nikah yang 

mengabulkan permohonan isbat nikah paling tidak mewujudkan asas manfaat 

dan asas keadilan. 

2. Maslahat 

Legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama 

Palopo yang diajukan oleh para pelaku nikah sirri bertujuan agar pernikahannya 

dilegalkan. Majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah di Pengadilan 

Agama Palopo dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. 

Kemaslahatan dalam agama, dapat dilihat pada perkara isbat nikah yang 

diajukan oleh para pelaku nikah sirri  untuk  melengkapi dokumen keimigrasian  

sebagai salah satu syarat melaksanakan ibadah umrah dan  haji yang merupakan 

salah satu rukun Islam.  

Kemaslahatan jiwa karena dengan isbat nikah,  misalnya : para pelaku 

nikah sirri  akan mendapatkan status sebagai istri sah sehingga PT. Taspen dapat 

memberikan hak-hak sebagai istri sah bila suaminya yang semasa hidupnya 

adalah seorang PNS.  

Kemaslahatan akal karena dengan isbat nikah, misalnya; keturunan para 

pelaku nikah sirri  akan mendapatkan akta kelahiran dimana akta kelahiran 

menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk mengikuti pendidikan formal.  

Kemaslahatan  keturunan  karena  dengan  isbat nikah, misalnya; anak yang 

lahir dari pernikahan sirri  akan  mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang 

dalam akta kelahiran.  

Kemaslahatan  harta karena dengan isbat nikah, misalnya; suami, istri dan 

anak dalam pernikahan sirri  akan memperoleh haknya sebagai ahli waris. 

Pengabulan  permohonan isbat nikah oleh Majelis hakim pada Pengadilan 

Agama Palopo bertujuan agar pernikahan yang awalnya tidak tercatat dapat 
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dicatatkan dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama sehingga 

kemaslahatan yang dikandung terhadap isbat nikah yang mencakup kemaslahatan 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi pada pernikahan sirri. 

Majelis hakim pada Pengadilan Agama Palopo mengabulkan permohonan 

isbat nikah terhadap pernikahan sirri agar pernikahan tersebut dapat tercatat di 

Kantor Urusan Agama sehingga dapat dipergunakan sebagai kelengkapan berkas 

untuk mendapatkan tunjangan janda veteran sebagaimana dalam alasan 

permohonan isbat nikah No.8/Pdt.P/2019/PA.Plp.Majelis hakim mengabulkan 

permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri dengan dasar kemaslahatan 

jiwa untuk mendapatkan tunjangan janda. 

Pengabulan permohonan isbat nikah tentu akan meningkatkan kekuatan 

finansial yang lazimnya akan dibarengi kehidupan lebih sejahtera oleh para 

pemohon karena adanya jaminan ekonomi dari pemerintah, bila kelengkapan 

administrasi pernikahan telah terwujud. Para pemohon akan mendapatkan 

penghasilan/gaji pensiun sebagai Janda Veteran. Di sisi lain pemohon pada 

perkara dimana suaminya telah meninggal dunia, sudah berada dalam usia yang 

tidak produktif. Sehingga perwujudan kemaslahatan akan permohonan para 

pemohon telah sampai kepada maslahat daruriah yakni kemaslahatan yang 

menjadi dasar  tegaknya  kehidupan  asasi para pemohon yang berkaitan dengan  

kelangsungan jiwa. 

Dasar berikutnya yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam 

mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri  adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan agama. Permohonan isbat nikah terhadap pernikahan 

sirri  para pemohon agar dapat melaksanakan ibadah umrah/haji secara bersama-

sama dengan pasangannya. Ibadah umrah/haji sangat membutuhkan fisik yang 

kuat dapat dipenuhi dengan kehadiran pasangan sah yakni suami. Ibadah haji 

yang merupakan kewajiban sebagaimana dalam rukun Islam yang terakhir. 
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Oleh karena itu pengabulan permohonan isbat nikah dengan alasan untuk 

melaksanakan ibadah haji/umrah untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam hal 

agama, mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan isbat nikah akan merusak 

tegaknya agama karena pasangan nikah  sirri  tidak dapat melaksanakan ibadah 

haji/umrah secara bersama-sama.   

Dasar selanjutnya yang dijadikan pertimbangan Majelis hakim dalam 

pertimbangan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan  akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan 

harta.  Perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Plp mengajukan permohonan isbat 

nikah terhadap pernikahan sirri nya dengan tujuan agar anak-anaknya dapat 

mendapatkan akta kelahiran. 

Akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh anak-anak para pelaku nikah 

sirri untuk dapat mengikuti pendidikan formal sehingga dapat menjadi anak yang 

cerdas, berakhlak mulia dan kelak dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara. 

Selain hal-hal tersebut akta kelahiran merupakan sebuah pengakuan hukum 

bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari pernikahan tersebut 

sehingga otomatis anak dari pernikahan sirri akan dapat menjadi ahli waris yang 

sah. 

Karena  itu  pengabulan permohonan isbat nikah dengan tujuan agar dapat 

mendapatkan akta kelahiran untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam 

kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta, mutlak 

ditegakkan.  Penolakan permohonan isbat nikah akan merusak akal anak-anak 

pelaku nikah sirri sehingga dapat menjadi bodoh dan buta huruf, serta akan 

menghilangkan pengakuan hukum anak-anak pelaku nikah sirri  sebagai anak sah 

sehingga ia tidak dapat menjadi ahli waris yang sah.  

Maslahat menjadi pegangan bagi majelis hakim berdasarkan Q.S al-

anbiya/21: 107 
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 َ   َ َ  َ  ََََ

Terjemahnya :  

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

101
  

Berdasarkan hadis Rasulullah Saw : 

 102عَنَْعُبَادَةََبْنَِالصَّامِتِأَفََّرَسُوؿََاللَّهَِصَلَّىَاللَّهَُعَلَيْهَِوَسَلَّمََقَضَىَأَفَْلََضَرَرََوَلََضِراَرََ
Artinya : 

Dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang 
menimbulkan madlarat." 

Penetapan Majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah juga 

telah sejalan dengan  kaidah fikih sebagai berikut: 

a. َ مْكَافَِالضَّر ر َي دْف ع َب ق دْر الِْْ  

Artinya: Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin‛. 

b.  ِقدََّمٌ عَلًَ جَلْةِ الْوَصَالِح  درَْء  الْوَفَاسِدِ ه 

Artinya: Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan 

maslahat. 

c. هِوَا ه وَا ضَرَرًا تِارْتِكَابِ أخََفِّ وْعِيَ أعَْظَو   إذِاَ تعََارَضَتْ هَفْسَدتَاَىِ أوَْ ضَرَرَاىِ ر 

Artinya: Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling 

bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan 

jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil. 

d.  ِعِيَّةِ هَن ىْطٌ تاِلْوَصَلَحَة ف  الِْإهَامِ عَلًَ الرَّ  تصََرُّ

Artinya: Kebijakan imam (pemerintah) terhadap  rakyatnya  didasarkan pada 

kemaslahatan. 

                                                 
101
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(Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 2331. 
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Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan 

adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai 

instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu 

alat bukti perkawinan.Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai 

akibat hukum yang sah pula. 

Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing 

agama merupakan syarat tunggal sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, tidak menunjukkan 

kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah 

sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang 

lain.
103

 

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi 

belum dicatat, maka menurut Bagir perkawinan, maka akibat hukumnya 

perkawinan  dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu : 

1) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan 

memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. 

2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada 

Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. 

Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) 

dan tidak pula dimintakan isbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu 

sebagai berikut:  

1) Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum 

karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak 

menimbulkan akibat hukum. 
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Konstitusi‛, ASAS, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, h. \106. 
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2)  Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan 

bapak tidak ada. 

3)  Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak 

berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya. 

Setelah dikabulkannya isbat nikah, implikasinya terhadap status 

perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. 

Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat 

pengakuan negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari 

bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan 

merupakan harta bersama. 

Legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah di Pengadilan Agama  

berimplikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan 

isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut 

bercerai. Atau dengan kata lain isbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan 

perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, 

status anak serta harta benda dalam perkawinan. 

Dengan Penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat 

mengajukan ke  KUA  setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan 

melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka 

masing-masing suami istri mendapatkan satu buku nikah dan apabila dikemudian 

hari terdapat percekcokan atau perselisihan atau salah satu pihak melalaikan 

kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah 

tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah 

mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

agama namun tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Menurut 

hukum Islam pernikahan sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan 

rukun perkawinan. Namun dalam perspektif hukum positif pernikahan yang 

dilaksanakan meskipun menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan 

dianggap illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki 

bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sehingga berakibat pasangan nikah sirri tidak dapat 

memperoleh pelayanan publik yang berkaitan dengan hak suami istri dan 

anak seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, tunjangan janda, harta 

bersama dan sebagainya.   

2. Legalisasi nikah sirri  melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama 

Palopo di Palopo tidak terbatas hanya terhadap perkawinan yang 

dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan namun juga perkawinan yang dilaksananakan setelah 

berlakunya Undang-Undang  Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf 

(e) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang  No. 1 

Tahun 1974. Tujuan Majelis hakim Pengadilan Agama Palopo dalam 

melegalkan pernikahan sirri dengan isbat nikah  adalah: 
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a.   Kepastian Hukum. Dengan  legaisasi nikah sirri di Pengadilan Agama 

Palopo pelaku nikah sirri yang berdomisili di Kota Palopo dapat 

memperoleh buku nikah sebagai bukti otentik adanya suatu 

perkawinanyang bermanfaat untuk mengurus dan mendapatkan hak-

haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan 

dari instansiyang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan 

kepastian hukum terhadap terhadap status perkawinan, anak serta harta 

benda dalam perkawinan. 

b.   Maslahat. Isbat nikah terhadap pernikahan sirri, untuk memenuhi 

kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan 

agama karena dengan Isbat nikah, misalnya: para pelaku nikah sirri akan 

mudah melengkapi dokumen keimigrasian untuk melaksanakan ibadah 

haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Kemaslahatan jiwa karena 

dengan isbat nikah, misalnya: para pelaku nikah sirri akan mendapatkan 

status sebagai istri sah sehingga PT. Taspen dapat memberikan hak-hak 

sebagai istri sah bila suaminya yang semasa hidupnya adalah seorang 

PNS. Kemaslahatan akal karena dengan isbat nikah, misalnya; 

keturunan para pelaku nikah sirri akan mendapatkan akta kelahiran 

dimana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk 

mengikuti pendidikan formal. Kemaslahatan keturunan karena dengan 

isbat nikah, misalnya; anak yang lahir dari pernikahan sirri akan 

mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran. 

Kemaslahatan harta karena dengan isbat nikah, misalnya; suami, istri 

dan anak dalam pernikahan sirri akan saling mewarisi. 

3. Apabila upaya legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah yang 

diajukan oleh pasangan nikah sirri dikabulkan, maka berimplikasi terhadap 

status pernikahan dimana pernikahan yang dilakukan tersebut telah 
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mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara. Selain itu, harta yang 

diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. 

B. Implikasi  

Pencatatan pernikahan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang  perkawinan 

tidak  berjalan efektif. Nikah sirri dengan berbagai alasan terjadi pada 

masyarakat dalam berbagai kalangan. Terlebih pernikahan sirri didukung oleh 

pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan sah walaupun tanpa pencatatan. 

Pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan.Pendapat inilah yang 

berkembang dan masih dianut oleh masyarakat hingga kini. 

Maraknya pernikahan sirri, mengakibatkan banyak korban terutama 

terhadap anak dan istri. Bila hal tersebut dibiarkan akan mendatangkan  

problematika yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Karena itulah negara 

memberikan solusi dengan pengajuan isbat nikah di peradilan agama berdasarkan 

Kompilasi Hukum Islam. 

Kedudukan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan 

memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. 

Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif 

melalui lembaga isbat nikah. Demikian pula kedudukan isbat nikah yang 

dilaksanakan setelah perkawinan menjadi absah secara hukum dengan catatan 

bahwa pemeriksanaan perkara isbat nikah tersebut dilakukan dengan penuh 

kehati-hatian dan tanpa adanya penyelundupan hukum dan perkara isbat yang 

diajukan antara para pihak tidak terdapat halangan hukum. 

Meskipun nikah sirri dapat dilegalkan dengan isbat nikah, hanya 

pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak 

terdapat halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun aturan 
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perundang-undangan yang dapat dilegalkan.Meskipun demikian bukan berarti 

nikah sirri  dibiarkan untuk hidup dan berkembang. Seharusnya nikah sirri tidak 

dilakukan, karena  tidak  semua nikah sirri dapat dikabulkan di peradilan agama. 

Terlebih walau bagaimanapun pernikahan yang tercatat lebih mulia daripada 

pernikahan sirri yang dilegalkan oleh isbat nikah, hal tersebut didasari salah 

satunya dari sudut kemaslahatan untuk anak dan istri. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apa pengertian nikah sirri? 

2. Bagaiman eksistensi nikah sirri dalam hukum positif di Indonesia? 

3. Apakah pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan karena di 

atur dalam Undang-Undang  Perkawinan? 

4. Apa pengertian isbat nikah? 

5. Bagaimana keadaan perkara isbat nikah tahun 2019 dan 2020? 

6. Apa tujuan para pihak mengajukan perkara isbat nikah? 

7. Apa pertimbangan majelis dalam melegalisasi nikah sirri pada perkara isbat 

nikah? 

8. Bagaimana proses pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama 

Palopo? 

9. Apakah semua perkara isbat nikah dapat dikabulkan oleh Majelis hakim?  

10. Apa implikasi isbat nikah bagi pelaku nikah sirri?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 
Foto Kegiatan Wawancara dengan Muh. Gazali Yusuf, Ketua PA Palopo 
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Foto Kegiatan Wawancara dengan Shofi Hidayat, Hakim PA Palopo 
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Foto Kegiatan Wawancara dengan Nasrah Arief, Panitera Muda Hukum 
Pengadilan Agama Palopo. Palopo, 7 Februari 2021 
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